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PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak
terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab,
terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut
ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya
ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of
Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Transliterasi
‘ Alif a
< Ba b
& Ta t
< Tsa S
a Jim j
T Ha h
d Kha kh
2 Dal d
3 Dzal z
B Ra r
D) Zai z
o Sin S
o Syin Sy
ue Sad S




o= Dad d
L Ta t
b Za z
4 ‘Ain ¢
d Ghain gh
s Fa f
S Qaf q
4 Kaf k
J Lam 1
? Mim m
U Nun n
3 Wau w
d Ha h
s Hamzah ’
¢ Ya y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya
dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, T dan 0. (i ,
&, ). Bunyi hidup dobel Arab xiii ditransliterasikan dengan menggabung
dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang
berakhiran t@’ marbiitah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh
ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf

ditransliterasikan dengan “at”
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ABSTRAK

Pamungkas, Fiki N. P., 210202110121. Hukum Ekonomi Syari’ah. 2026.
Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Larangan Kepemilikan Rokok Ilegal
berdasarkan UU No.39 Tahun 2007 tentang Cukai: Studi pada Fakultas Syariah
UIN Malang. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus M.Si

Kata Kunci: Cukai, Kesadaran Hukum, Mahasiswa, Rokok Ilegal

Kepemilikan dan peredaran rokok ilegal merupakan permasalahan yang
masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak signifikan terhadap
penerimaan negara, penegakan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat.
Rokok ilegal sendiri merupakan produk hasil tembakau yang beredar tanpa pita
cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau tidak memenuhi ketentuan perizinan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Cukai, khususnya Pasal 56. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan
masyarakat umum, tetapi juga ditemukan di lingkungan mahasiswa yang
sejatinya merupakan kelompok terdidik dan diharapkan memiliki kesadaran
hukum yang lebih tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum
mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap
larangan kepemilikan rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Cukai. Fokus penelitian diarahkan pada empat indikator
kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum,
dan perilaku hukum mahasiswa terhadap kepemilikan rokok ilegal. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif
kuantitatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner berbasis Google
Form kepada mahasiswa Fakultas Syariah, sementara data sekunder diperoleh
melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur
hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara
deskriptif untuk menggambarkan kondisi empiris kesadaran hukum mahasiswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa
terhadap ketentuan hukum rokok ilegal tergolong cukup, namun belum
sepenuhnya diikuti oleh sikap dan perilaku hukum yang patuh. Faktor harga
yang lebih murah serta rendahnya persepsi risiko hukum menjadi alasan utama
mahasiswa masih memiliki atau mengonsumsi rokok ilegal. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa belum sepenuhnya
terinternalisasi secara utuh, sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan
sosialisasi hukum cukai yang lebih efektif.
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ABSTRACT

Pamungkas, Fiki N. P., 210202110121. Islamic Economic Law. 2026. Legal
Awareness of Students Regarding the Prohibition of Illegal Cigarette
Possession Based on Law No. 39 of 2007 on Excise: A Study at the Faculty of
Sharia, UIN Malang. Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus M.Si

Kata Kunci: Excise Duty, Illegal Cigarettes, Legal Awareness, Students

The possession and circulation of illegal cigarettes remain a
prevalent issue in Indonesia and have resulted in significant impacts on state
revenue, law enforcement, and public legal awareness. Illegal cigarettes are
defined as tobacco products distributed without excise tax stamps, using
counterfeit excise stamps, or failing to comply with licensing requirements as
regulated under Law Number 39 of 2007 on Excise, particularly Article 56.
This phenomenon is not only found among the general public but is also
evident within the student community, which is expected to demonstrate a
higher level of legal awareness as an educated group.

This study aims to analyze the level of legal awareness among students
of the Faculty of Sharia at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang regarding the
prohibition of illegal cigarette possession based on Law Number 39 of 2007
on Excise. The research focuses on four indicators of legal awareness: legal
knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior of
university students regarding the possession of illegal cigarettes. This study
employs an empirical juridical research method with a descriptive qualitative
approach. Primary data were obtained through questionnaires distributed via
Google Forms to students of the Faculty of Sharia, while secondary data were
collected through a literature review of statutory regulations, legal literature,
and other supporting documents. The collected data were analyzed
descriptively to illustrate the empirical condition of students’ legal awareness.

The results indicate that students’ legal knowledge regarding
regulations on illegal cigarettes is relatively adequate; however, this
knowledge has not been fully reflected in compliant legal attitudes and
behaviors. The lower price of illegal cigarettes and the low perception of legal
risk are the primary factors influencing students to continue possessing or
consuming 1illegal cigarettes. This study concludes that students’ legal
awareness has not been fully internalized, highlighting the need for more
effective education and socialization of excise law.

Xvil



uadlal)
RTIHINCT I R AR W TRt b IO I A IS R AR IORR A IFRWRN I S Prr
Ol YooV dd WA o8y Ol I Tolaul degall pb Jlnnd) Bl o> ol OO (sl
s Yl TS Ayl aedlpl Ml ¥ daslgt dmy ot BMST G Aty ASUESY) Ay puall
T AR E T I AT TN P WIS ) NPT RO U PR PP PVIES Py

aeg ol e ol (OOl (gl el S dy )l ekl SLISIN

L;L& a.l.:s.‘:.“ L:b)da; g&;ﬁj ‘L«”-Mt\c-‘jv\Jl L} SJ.\“M:.\.A J\JS Y k_é'“ QM\ o L&j\.ﬁj R.Ojrﬂ\ J;\..C« Jfbgw.“ 5)\.::-
s Gas oo Bsg, 8l b Sl Dby el sl 31 oly 05U skasy sl sl
oW ke e ¥ s alall sy a0 35U Lo Y sty agall olay Yoy ad

oely B a5 g pren OF ol 84,3 ahog cad ol sl DL Lol 3 Ll o

weplpl Ale B¥ge dmalss mpidl AU OO ) 38l ogl) Sgrns L2 ] Anhl ods 308
Yooy i ¥ 45 gl ) Bolaal degall b sl Bl e old iVl 2agSKH aadluy)
reilly gl Ball 1 n (gl o) Sl Bl Jem Gl et W3y a5 Ayl Ola
g Sl dssly deg il e Sl Bl o) OO el Selidly (gl adslly (g
A e aefpe w595 Blaul pe &Y DUl cad Wy L AT oy bl gl g5
SlsVly Slagaall 2,80 2uhll e 5 UL el L« Googlerssd s e 24U
Ssinn 8 Gndly 890 oy B8 dogll Loal] dald) CUL s Wy desllll @Uy 435

L sl s L}.cjj\

sl asgal) pb b Adladl gl ASSTL OB Bjae (S5t OF Al ] wils kST A3
A1 G5 el B OISy e 35 Sy iBln U] alett & o d 6l pb s
LSl o aegall b gl Bl U] OO e cads @ Ol T aglal bl
9 e il 1S g A e § OV i g el OF ) aulall coalsy

Ty adet 8T o4 Lo alan) agall aabil aesd) Jaisy a5 Caiid

XViil



BAB1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kepemilikan dan peredaran rokok ilegal telah menjadi tantangan
besar bagi negara Indonesia dari sisi ekonomi, hukum, hingga sosial.
Dalam hal ini, isu peredaran rokok ilegal telah menjadi permasalahan
serius atas dampak yang ditimbulkan terhadap stabilitas ekonomi dan
kesehatan masyarakat. Rokok ilegal sendiri merupakan produk rokok
yang dipasarkan tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau
beredar tanpa melalui prosedur pengawasan dan izin resmi, sehingga
secara normatif peredarannya tersebut melanggar Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya pada pasal 56.' Di
mana pasal tersebut menjelaskan bahwa, setiap orang yang menimbun,
menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau
memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduganya
berasal dari tindak pidana, dengan pidana penjara minimal satu tahun
dan maksimal lima tahun serta denda paling sedikit dua kali nilai cukai
dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada tahun 2022, mencatat
sekitar 12% dari total rokok yang beredar di Indonesia dikategorikan
sebagai rokok ilegal, di mana terjadi peningkatan sebesar 9%

dibandingkan tahun 2021 yang mengakibatkan potensi kerugian bagi

! Andrian Suttedi, Aspek Hukum Kapabeanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 74



penerimaan negara mencapai lebih dari Rp5 triliun per tahun.’
Hilangnya pendapatan tersebut terjadi karena rokok ilegal tidak
dikenakan pajak dan cukai yang sah, sehingga memberikan keuntungan
ekonomi bagi pihak yang tidak mematuhi peraturan cukai.

Di sisi lain, menurut Survey Indodata Research Center pada
tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat peredaran dan kepemilikan
rokok ilegal di masyarakat menunjukkan peningkatan yang signifikan,
yaitu sekitar 28-30% dibandingkan dengan tahun 2023. Di mana akibat
hal tersebut, kerugian negara atas peredaran rokok ilegal tersebut
diperkirakan mencapai Rp 97,81 triliun pada periode 2023-2024.
Kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan rokok ilegal bukan
hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif, melainkan juga
menunjukkan lemahnya kesadaran hukum serta efektivitas pengendalian
dan pengawasan terhadap barang kena cukai di Indonesia.

Salah satu faktor utama yang mendorong seseorang memilih
untuk memiliki atau membeli rokok ilegal adalah perbedaan harga yang
cukup besar dibandingkan dengan rokok bercukai resmi. Di mana harga
yang lebih murah, menjadikan rokok ilegal menjadi alternatif yang lebih
mudah untuk dijangkau, terutama bagi kelompok masyarakat dengan
berpenghasilan menengah ke bawah. Selain itu, keterbatasan sumber

daya penegak hukum serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait

2 Siaran Pers 33 Tutup Tahun 2022, Operasi Gempur Rokok Ilegal Berikan Hasil
Istimewa, https://www.beacukai.go.id, diakses November 2024

3 Faris Taufiq Ardianto, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal
tanpa Pita Cukai di Yogyakarta, Skripsi Universitas Islam Indonesia (2023) halaman 3-19
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konsekuensi hukum kepemilikan rokok ilegal turut
memperkuat maraknya peredaran rokok ilegal tersebut. Fenomena
peningkatan kepemilikan rokok ilegal tersebut juga tercermin pada
kelompok remaja dan mahasiswa.

Permasalahan kepemilikan rokok ilegal di kalangan mahasiswa
tidak hanya berkaitan dengan preferensi konsumsi semata, melainkan
juga mencerminkan rendahnya pemahaman mengenai konsekuensi
yuridis dari kepemilikan dan distribusi barang kena cukai tanpa izin.
Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai,
tindakan kepemilikan, penyimpanan, dan peredaran rokok tanpa pita
cukai yang sah termasuk dalam kategori pelanggaran hukum yang dapat
dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Akan tetapi, dalam
praktiknya, ketentuan hukum tersebut sering kali tidak dipahami secara
komprehensif oleh mahasiswa, sehingga kepemilikan rokok ilegal
dianggap sebagai tindakan yang bersifat “biasa” dan tidak memiliki
dampak hukum langsung. Fenomena ini mencerminkan paradoks antara
pengetahuan dan tindakan. Di mana mahasiswa sebagai kelompok
intelektual sejatinya diharapkan memiliki kesadaran hukum dan sosial
yang lebih tinggi, namun pada kenyataannya masih ada beberapa
mahasiswa yang berperilaku kontradiktif terhadap nilai-nilai tersebut.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan karena menunjukkan adanya
rasionalitas ekonomi jangka pendek yang lebih dominan di kalangan

remaja dan mahasiswa dibandingkan dengan tanggung jawab moral,



hukum, dan sosial.

Di sisi lain, belum optimalnya strategi sosialisasi dan edukasi
terkait cukai oleh instansi pemerintah  turut ~memberikan
kontribusi terhadap rendahnya kesadaran hukum mahasiswa dalam
keputusan untuk memiliki rokok ilegal. Padahal, berdasarkan laporan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2024 menyebutkan bahwa,
lebih dari 37% kasus pelanggaran cukai yang ditemukan di tingkat ritel
dan pasar lokal melibatkan konsumen dengan rentang usia 17-25 tahun
sebagai kelompok yang terlibat dalam kepemilikan maupun pembelian.*
Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa termasuk dalam
kategori yang rentan berpartisipasi dalam rantai siklus rokok ilegal
apabila tidak disertai dengan pemahaman hukum dan kesadaran sosial
yang memadai.

Berdasarkan pengamatan awal penulis di lingkungan Fakultas
Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, rokok tanpa pita cukai
masth cukup mudah untuk ditemukan di kalangan mahasiswa. Hal ini
tampak dari keberadaan penjual rokok dengan harga yang lebih rendah
dari harga resmi di sekitar area kampus serta pengakuan informal
sejumlah mahasiswa yang menyatakan lebih memilih produk tersebut
karena alasan efisiensi biaya. Pengamatan ini dilakukan melalui
interaksi non-formal dengan mahasiswa serta observasi lingkungan

kampus pada periode Januari-Juli 2025. Kondisi tersebut

4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Laporan Tahunan 2023. Jakarta: DJBC. (2024)



mengindikasikan bahwa tindakan kepemilikan rokok ilegal juga terjadi
dalam ruang akademik yang seharusnya berfungsi sebagai tempat
internalisasi nilai hukum dan etika sosial.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
kepemilikan rokok ilegal di Indonesia tidak hanya menjadi isu
ekonomi dan hukum, melainkan juga menjadi persoalan sosial yang
mengakar hingga ke kalangan muda dan terdidik. Padahal, mahasiswa
sebagai kelompok intelektual semestinya mampu menjadi pelopor
dalam menegakkan nilai-nilai hukum dan moralitas sosial, bukan justru
menjadi bagian dari praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum
yang berlaku. Kenyataan di lapangan yang menunjukkan masih
maraknya konsumsi rokok ilegal oleh mahasiswa bukan hanya sekedar
persoalan kepatuhan terhadap hukum positif, melainkan juga
mencerminkan sejauh mana nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang
diinternalisasikan dalam diri individu terpelajar. Sehingga, rendahnya
kepedulian kalangan mahasiswa terhadap larangan rokok ilegal
mencerminkan adanya jarak antara teori hukum yang dipelajari dengan
realitas hukum masyarakat akademik itu sendiri.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang terhadap larangan kepemilikan rokok ilegal
sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007. Fakultas

Syariah UIN Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena fakultas ini



secara akademik memiliki orientasi pendidikan yang menekankan
internalisasi nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif, sehingga
mahasiswa di dalamnya diharapkan memiliki tingkat kesadaran hukum
yang lebih tinggi. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran
yang lebih jelas mengenai tingkat pengetahuan, sikap, dan kepatuhan
mahasiswa terhadap peraturan cukai atas rokok ilegal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik
untuk meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana kesadaran hukum
mahasiswa terhadap larangan atas kepemilikan rokok ilegal, baik dari
aspek pemahaman, sikap, hingga perilaku hukum yang ditunjukkan.
Sehingga, penelitian ini diberi judul “Kesadaran Hukum Mahasiswa
terhadap Larangan Kepemilikan Rokok llegal Berdasarkan UU No. 39
Tahun 2007 Tentang Cukai: Studi pada Fakultas Syariah UIN

Malang”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan penulis
ada beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa fakultas syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap larangan kepemilikan
rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Cukai?

2. Bagaimana perspektif magashid syariah terhadap kepemilikan rokok

ilegal pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai?



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan
masalah yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:
1. Menganalisis tingkat kesadaran hukum mahasiswa fakultas syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap larangan kepemilikan
rokok ilegal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2007 tentang Cukai.

2. Mengkaji tinjauan magqashid syariah terhadap larangan kepemilikan
rokok ilegal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Cukai sebagai dasar pertimbangan etis dan moral dalam

pengambilan keputusan hukum oleh mahasiswa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu
hukum, khususnya terkait kesadaran hukum mahasiswa terhadap
regulasi cukai, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian

selanjutnya.
2. Secara Praktis

a.  Bagi Pemerintah: memberikan masukan dalam meningkatkan
strategi sosialisasi dan penegakan hukum terkait peredaran

rokok ilegal.

b. Bagi Kampus: menjadi dasar dalam merumuskan program



edukasi hukum yang lebih efektif untuk mahasiswa.
c. Bagi Mahasiswa: meningkatkan kesadaran hukum terkait
peraturan cukai rokok ilegal sehingga dapat berperan sebagai

agen perubahan di masyarakat.

E. Definisi Operasional
1. Kesadaran Hukum
Kesadaran hukum dioperasionalkan sebagai suatu kondisi psikis
dan perilaku yang mencerminkan tingkat pengetahuan, pemahaman,
sikap, dan pola tindak seseorang terhadap norma hukum yang berlaku.
Kesadaran hukum dalam hal ini tidak hanya sebatas pada
mengetahuinya sebagai aturan, melainkan juga mencakup pada
kesediaan untuk menaati serta menginternalisasi nilai-nilai hukum
dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kepemilikan
Kepemilikan dalam konteks penelitian ini merujuk pada
serangkaian tindakan yang secara eksplisit diatur dan dilarang dalam
Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang
menyebutkan bahwa setiap orang yang "menimbun, menyimpan,
memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan" barang
kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana,
diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling
lama lima tahun, serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak

sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.



Istilah kepemilikan dalam penelitian ini tidak dibatasi
hanya pada pengertian sempit "memiliki secara fisik", melainkan
mencakup seluruh rangkaian perbuatan sebagaimana termuat
dalam Pasal 56 tersebut, yaitu menimbun, menyimpan, memiliki,
menjual, menukar, memperoleh, dan memberikan rokok ilegal.
Pembatasan makna kepemilikan pada seluruh unsur perbuatan
dalam Pasal 56 ini penting karena dalam praktiknya, mahasiswa
yang menjadi subjek penelitian dapat terlibat dalam salah satu
atau lebih dari tindakan tersebut tidak hanya sebatas menyimpan
atau memiliki, tetapi juga memperoleh atau menerima rokok
ilegal dari pihak lain.

Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang

Mahasiswa fakultas Syariah UIN Malang adalah individu
yang terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa aktif pada
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dalam tahun akademik 2025/2026, baik dari
program studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi
Syariah (HES), Hukum Tata Negara (HTN), dan Ilmu Al-Qur’an
dan Tafsir (IAT).

Rokok Ilegal

Rokok ilegal dalam penelitian ini diartikan sebagai produk

tembakau yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan

di bidang cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
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Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya terkait dengan
kewajiban pelunasan pita cukai dan perizinan produksi. Dalam
hal ini, rokok ilegal meliputi rokok tanpa pita cukai, rokok berpita
cukai palsu, serta rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai

peruntukannya.

Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
BAB I : Memuat topik yang dibahas dan latar belakang masalah (meliputi
masalah yang diteliti serta alasan dilakukan penelitian), rumusan masalah
(berisikan deretan pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian), tujuan
penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasional.
BAB II : Memuat terkait penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan
topik penelitian yang dibahas. Rujukan penelitian terdahulu yang diambil ialah
penelitian yang membahas seputar aspek kesadaran hukum. Penelitian merujuk
pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kemudian Teori

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori kesadaran hukum.

BAB III : Memuat metode yang digunakan dalam menyusun penelitian. Isi dari
sub bab ini di antaranya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi
penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan
data. Jenis penelitian di sini menggunakan penelitian yuridis empiris.
Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian

ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui
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penyebaran kuesioner secara daring. Metode pengolahan data dilakukan
dengan editing, pengelompokan data, pemeriksaan data, penyimpulan data, dan
analisis data.

BAB IV : Memuat hasil penelitian setelah meninjau berbagai sumber dan
berisikan jawaban atas permasalahan dalam rumusan masalah. Maka penelitian
ini membahas bagaimana kesadaran hukum mahasiswa terhadap larangan
kepemilikan rokok ilegal berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
BAB V : Memuat kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, serta saran yang
ditujukan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan hasilnya.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Fenomena peredaran dan konsumsi rokok ilegal di Indonesia
tidak hanya menjadi isu ekonomi, melainkan juga menyangkut dimensi
kesadaran hukum masyarakat terhadap kepatuhan terhadap peraturan
cukai yang berlaku. Dalam berbagai penelitian sebelumnya telah banyak
menyoroti faktor-faktor sosial dan hukum yang mempengaruhi tingkat
kepatuhan masyarakat terhadap larangan rokok ilegal. Berikut
merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan
dalam penelitian, di antaranya:

1. Penelitian oleh Hani Irhamdessetya, Arista Candra Irawati, Salsabiela
D. Suyudi, Dina Twenty Agustin, dan Abdul Aziz tahun 2024 dengan
judul : “Sosialisasi Hukum Pencegahan Rokok Ilegal di Kalangan
Remaja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Cukai”. Di mana dalam penelitian tersebut menunjukkan
masih rendahnya pengetahuan hukum di kalangan remaja yang
berkontribusi besar terhadap tingginya tingkat konsumsi rokok
ilegal.”® Melalui kegiatan sosialisasi partisipatif, penelitian ini
menemukan adanya peningkatan kesadaran hukum setelah remaja

diberikan edukasi langsung mengenai dampak hukum dan ekonomi

5 Irhamdessetya, H., Irawati, A. C., Suyudi, S. D., Agustin, D. T., & Aziz, A. Sosialisasi
Hukum Pencegahan Rokok Ilegal di Kalangan Remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Cukai. Bakti Humaniora. Vol. 1, No. 1. (2024)

12
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dari konsumsi rokok ilegal. =~ Hal tersebut mengindikasikan
bahwa kesadaran hukum bukanlah sesuatu yang muncul secara
spontan, melainkan selalu perlu dibutuhkan upaya untuk dibangun
melalui proses sosialisasi hukum yang berkelanjutan.

2. Penelitian oleh Frederick Kornelius Marbun tahun 2025 dengan judul
: “Kebijakan Cukai Rokok sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif
tentang Dampak Konsumsi dan Penerimaan Negara di Indonesia”
menegaskan bahwa kebijakan kenaikan cukai rokok yang diterapkan
oleh pemerintah seringkali direspon dengan meningkatnya peredaran
rokok ilegal di lapangan.® Penelitian ini juga mengungkapkan adanya
dilema kebijakan di mana kenaikan cukai di satu sisi bertujuan untuk
menekan konsumsi, namun di sisi lain juga mendorong perilaku
pelanggaran hukum dalam bentuk produksi dan konsumsi rokok
ilegal. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas
regulasi cukai tidak hanya ditentukan oleh faktor hukum formal,
melainkan juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat
terhadap peraturan tersebut. Dengan kata lain, implementasi Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai akan menjadi sulit
untuk dioptimalkan apabila tidak disertai dengan peningkatan
kesadaran hukum indonesia sebagai subjek pelaksana norma hukum.

3. Penelitian oleh Rizkika Astha Shifa, Asram A. T Jadda, dan Wahyu

Rasyid tahun 2025 dengan judul : “Penegakan Hukum oleh

® Marbun, F. K. Kebijakan Cukai Rokok sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif
tentang Dampak Konsumsi dan Penerimaan Negara di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi dan
Studi Kebijakan (JIASK). Vol. 7. No. 2. (2025)
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Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Kasus Peredaran
Rokok llegal di KPPBC  Parepare”  menyebutkan  bahwa
dalam  pelaksanaan operasional KPPBC mengalami kesulitan yang
menandakan adanya hambatan penegakan hukum seperti kapasitas aparatur,
mekanisme koordinasi antar instansi, dan kesulitan akses informasi pasar
ilegal.” Penelitian tersebut mempertegas bahwa norma hukum seperti
Undang-Undang Cukai dan sanksinya tidak dapat berdiri sendiri tanpa
efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dalam hal ini, subjek seharusnya lebih
memahami dan menginternalisasi larangan hukum.

4. Penelitian oleh Abdul Mukmin Rifai Yasin dan Bambang Triaji tahun
2025 dengan judul : “The Dilemma of Tobacco and Illegal
Cigarettes: An Analysis of Supervision, Obstacles, and Coaching
Strategies in East Lombok Regency” mengemukakan bahwa
meskipun regulasi sudah ada, pada kenyataannya praktik pengawasan
dan strategi pembinaan di tingkat lokal sering mengalami kendala
struktural dan sumber daya.® Di mana aspek usaha dan pembinaan
hukum memiliki potensi yang sangat signifikan dalam memengaruhi
persepsi dan kesadaran masyarakat, dalam hal ini adalah mahasiswa
terhadap larangan konsumsi rokok ilegal.

5. Penelitian oleh Didit Darmawan tahun 2022 dengan judul : “Studi

Pada Perilaku Pembelian Rokok Tanpa Cukai Berdasarkan Harga

7 Shifa, R. A., Jadda, A. A. T., & Rasyid, W. Penegakan Hukum oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal di KPPBC Parepare. Semarang Law Review
(SLR). Vol. 6. No. 1. (2025)

8 Yasin, A. M. R., Triaji, B. The Dilemma of Tobacco and Illegal Cigarettes: An
Analysis of Supervision, Obstacles, and Coaching Strategies in East Lombok Regency. (2025)
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dan Citra Merek” menunjukkan bahwa, harga memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan citra
merek memiliki pengaruh namun dengan intensitas yang lebih rendah.’ Hal
tersebut mengindikasikan bahwa, konsumen rokok tanpa cukai cenderung
menjadikan harga jual produk tersebut dengan harga yang lebih murah, di
mana hal tersebutlah yang kemudian menjadi pertimbangan utama dalam
pengambilan keputusan, sementara citra merek tidak terlalu dominan karena
produk tersebut umumnya tidak memiliki reputasi merek yang kuat.
Temuan tersebut kemudian memperkuat pandangan bahwa dalam konteks
produk dengan status hukum yang tidak jelas, faktor ekonomi memiliki
peranan yang cukup besar dalam transaksi permintaan dibandingkan faktor
psikologis atau simbolik.

6. Penelitian oleh Nora Satybaldlyeva, Nina C. Schleicher, Trent O.
Johnson, Judith J. Prochaska, Arzoo Alam, dan Lisa Henriksen tahun
2025 dengan judul : “College Student’s Awareness of California’s
Law Prohibiting Sales of Flavored Tobacco” memberikan bukti
empiris bahwa tingkat kesadaran terhadap kebijakan regulasi di
kalangan mahasiswa California cenderung relatif rendah, meskipun
kebijakan tersebut telah diberlakukan, bahkan pengguna tembakau
dengan varian yang bercita rasa cenderung kurang menyadari

regulasi yang justru membatasi varian itu sendiri.!® Hasil tersebut

° Darmawan, D. Studi Perilaku Pembelian Rokok Tanpa Cukai berdasarkan Harga dan
Citra Merek. Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan. Vo. 5. No. 2. (2022)

10 Satybaldlyeva, N., Schlelcher, N. C., Johnson, T. O., Alam, A., Prochaska, J. J.,
Henriksen, L. College Students’ Awareness of California’s Law Prohibiting Sales of Flavored
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menunjukkan bahwa, meskipun regulasi sudah berlaku secara
optimal pada suatu wilayah, jika tanpa dibarengi dengan kampanye
edukasi atau sosialisasi yang efektif, maka awareness akan tetap kalah

atau rendah.

7. Penelitian oleh Irfan Rizki Prasetia dan Nenik Woyanti tahun 2024
dengan judul : “Berbagai Variabel Pengaruh terkait Rokok dan
Rokok Elektrik (Pengguna Ganda) terhadap Jumlah Konsumsi Rokok
Konvensional di Kota Semarang” menunjukkan bahwa variabel harga
rokok, usia, pendapatan, dan penggunaan ganda berpengaruh
signifikan terhadap jumlah konsumsi rokok, sedangkan lama
konsumsi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dalam hal
ini, secara khusus, kenaikan harga rokok ternyata berhubungan positif
dengan konsumsi yang tentunya bertolak belakang dengan ekspektasi
teori permintaan klasik yang mengasumsikan kenaikan harga suatu
barang akan menurunkan konsumsi suatu barang. Sehingga, hasil
tersebut memberikan bukti empiris bahwa dalam konteks masyarakat
perkotaan, interaksi antara variabel ekonomi antara harga dan
pendapatan serta pola penggunaan turut mempengaruhi intensitas
konsumsi rokok ilegal dengan harga lebih murah yang ditawarkan.'!

8. Penelitian oleh Hasrawati Azis, Imron Burhan, dan Ilham tahun 2024

Tobacco. HHS Public Access. (2025)

' Prasetia, I. R., & Woyanti, N. Berbagai Variabel Pengaruh terkait Rokok dan
Rokok Elektrik (Pengguna Ganda) terhadap Jumlah Konsumsi Rokok Konvensional di
Kota Semarang. JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan. Vol.
7. No. 2. (2024)
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dengan judul : “Persepsi Peredaran Rokok llegal terhadap
Penerimaan Cukai Rokok dan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi
Selatan” dengan tujuan untuk mengukur tingkat kesadaran dan
persepsi objek terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai atau rokok
ilegal menunjukkan bahwa sebagian responden melihat adanya
peredaran rokok ilegal sebagai tindakan yang merugikan
penerimaan negara karena menghindari pembayaran cukai dan pajak,

sehingga persepsi negatif terhadap peredaran ilegal berkorelasi dengan
dukungan terhadap penegakan kebijakan cukai. Dalam hal ini, artinya
masyarakat secara umum lebih menyadari implikasi ekonomi dari
peredaran rokok ilegal dan cenderung memandang penting upaya
pengawasan dan regulasi produk rokok secara legal.'?

9. Penelitian oleh Zainullah tahun 2025 dengan judul : “Kesadaran
Hukum Pedagang terhadap Larangan Perdagangan Rokok di Sekitar
Sekolah Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi di
Kecamatan Sangkapura Gresik)” menyoroti kesadaran hukum
masyarakat dalam memahami dan mematuhi ketentuan hukum
mengenai peredaran serta konsumsi rokok ilegal masih tergolong
rendah. Hal tersebut ditandai dengan minimnya pengetahuan tentang
sanksi hukum yang berlaku dan rendahnya partisipasi masyarakat
dalam mencegah peredaran produk rokok tanpa cukai. Di mana faktor

utama yang menjadi penyebab terjadinya hal ini ada kurangnya

12 Azis, H., Burhan, 1., & Ilham. Persepsi Peredaran Rokok Ilegal terhadap Penerimaan
Cukai Rokok dan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Pabean. Vol. 6. No. 1.
(2024)
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sosialisasi hukum, rendahnya literasi hukum, serta adanya faktor
ekonomi yang menjadikan masyarakat lebih memilih untuk membeli
rokok ilegal karena harganya yang lebih murah.'3

Penelitian oleh Yunus Purnadi Setiawan, Irwan Yulianto, dan Ide
Prima Hadiyanto tahun 2024 dengan judul : “Penegakan Hukum
terhadap Peredaran Rokok tanpa Cukai menurut Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai” menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran
rokok tanpa cukai masih sangat lemah, terutama karena masih
kurangnya ketegasan aparat dalam menerapkan sanksi pidana dan
administratif, yang kemudian diperburuk dengan minimnya efek jera
yang diterima oleh pelaku pelanggaran atas Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2007 tentang Cukai.'*

13 Zainullah. Kesadaran Hukum Pedagang terhadap Larangan Perdagangan Rokok di

Sekitar Sekolah Perspektif Hukum Positif dan Magashid syariah (Studi di Kecamatan
Sangkapura Gresik). Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

(2025)

' Yunus, P. S., Irwan, P., & Ide, P. H. Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok

Tanpa Cukai menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Jurnal llmiah AKSES. Vol.
3, No. 2. (2025)
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Nama Judul Persamaan Perbedaan
1 Hani Sosialisasi Hukum Penggunaan Undang- Objek penelitian adalah
Irhamdessety, Pencegahan Rokok Undang Nomor 39 Tahun remaja, bukan mahasiswa
Arista Candra Ilegal di Kalangan 2007 tentang Cukai sebagai Pendekatan ilmiah yang
Irawati, Remaja Berdasarkan dasar konseptual penelitian digunakan adalah
Salsabiela D. Undang-Undang Membahas topik kesadaran implementasi sosialisasi
Suyudi, Dina Nomor 39 Tahun hukum terhadap peredaran hukum
Twenty 2007 tentang Cukai dan konsumsi rokok ilegal Fokus pada pemberdayaan
Agustin, dan Menekankan pentingnya masyarakat melalui kegiatan
Abdul Aziz edukasi hukum sebagai penyuluhan, bukan pada
sarana peningkatan aspek empiris kesadaran
kesadaran masyarakat individu terhadap larangan
hukum
2 Frederick Kebijakan Cukai Pembahasan implikasi Fokus utama penelitian
Kornelius Rokok sebagai Undang-Undang Cukai adalah analisis kebijakan
Marbun Instrumen Fiskal: dalam konteks peredaran fiskal dan dampak terhadap
Studi Kualitatif rokok ilegal penerimaan negara, bukan

tentang Dampak
Konsumsi dan
Penerimaan Negara
di Indonesia

Membahas hubungan antara
regulasi hukum dan perilaku
konsumsi rokok

pada kesadaran hukum
Pendekatan penelitian
bersifat makroekonomi dan
kebijakan publik, bukan
sosiologis-yuridis terhadap
mahasiswa

3 Rizkika Astha
Shifa, Asram A.

Penegakan Hukum
oleh Direktorat

Penelitian isu rokok ilegal
sebagai bentuk pelanggaran

Objek penelitian secara
spesifik Bea Cukai

T Jadda, dan Jenderal Bea dan hukum terhadap Undang- Pendekatan bersifat
Wahyu Rasyid | Cukai terhadap Undang Nomor 39 Tahun institusional dan
Kasus Peredaran 2007 administratif
Rokok Ilegal di Menyoroti pentingnya Tujuan penelitian
KPPBC Parepare efektivitas penegakan berorientasi pada penegakan
hukum dalam menekan hukum formal, bukan pada
peredaran rokok tanpa pita kesadaran subjek sosial
cukai
4 Abdul Mukmin | The Dilemma of Penjelasan permasalahan Fokus penelitian pada
Rifai Yasin dan | Tobacco and Illegal rokok ilegal dan pengawasan dan pembinaan
Bambang Triaji | Cigarettes: An keterkaitannya dengan di tingkat daerah, bukan
Analysis of kesadaran masyarakat kalangan akademik
Supervision, Menyinggung pentingnya Pendekatan bersifat

Obstacles, and
Coaching Strategies
in East Lombok
Regency

pembinaan hukum dalam
meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap aturan
cukai

evaluatif terhadap kinerja
lembaga pemerintah tingkat
daerah

Tidak menyoroti dimensi
kesadaran hukum
mahasiswa atau aspek
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Imron Burhan,
dan ITham

Rokok Ilegal
terhadap Penerimaan
Cukai Rokok dan
Pajak Rokok di
Provinsi Sulawesi
Selatan

persepsi masyarakat
terhadap rokok ilegal dan
implikasinya terhadap
perekonomian

Memiliki keterkaitan
dengan penegakan hukum
cukai dan dampak pada
penerimaan negara

Nama Judul Persamaan Perbedaan
pendidikan hukum formal
5 Didit Studi Pada Perilaku Pembahasan fenomena Pendekatan penelitian
Darmawan Pembelian Rokok pembelian dan konsumsi berbasis perilaku ekonomi
Tanpa Cukai rokok tanpa cukai (rokok dan pemasaran, bukan
Berdasarkan Harga ilegal) kesadaran hukum
dan Citra Merek Adanya indikasi perilaku Tidak menggunakan dasar
konsumsi yang dipengaruhi hukum resmi seperti
oleh faktor harga dan Undang-Undang Nomor 39
persepsi masyarakat Tahun 2007
terhadap legalitas produk Subjek penelitian adalah
konsumen umum, bukan
mahasiswa
6 Nora College Student's Penelitian berfokus pada Konteks penelitian
Satybaldlyeva, Awareness of tingkat kesadaran hukum dilakukan di California,
Nina C. California's Law mahasiswa terhadap Amerika Serikat
Schlelcher, Prohibiting Sales of regulasi produk tembakau Fokus pada produk
Trent O. Flavored Tobacco Menggunakan pendekatan tembakau berperisa
Johnson, Judith deskriptif kuantitatif untuk (flavored tobacco)
J. Prochaska, mengukur tingkat awareness Sistem hukum dan
Arzoo Alam, kebijakan berbeda sehingga
dan Lisa tidak dapat dibandingkan
Henriksen langsung secara normatif
7 Irfan Rizki Berbagai Variabel Pembahasan terkait perilaku Tidak meneliti secara detail
Prasetia dan Pengaruh terkait konsumen rokok dalam terkait kesadaran hukum
Nenik Woyanti | Rokok dan Rokok konteks sosial-ekonomi atau aspek regulatif
Elektrik (Pengguna Menyinggung faktor harga Fokus utama pada interaksi
Ganda) terhadap dan pendapatan yang juga variabel ekonomi dan
Jumlah Konsumsi berkaitan dengan maraknya kebiasaan konsumsi, bukan
Rokok Konvensional konsumsi rokok ilegal dimensi kepatuhan hukum
di Kota Semarang dengan harga yang lebih Subjek penelitian adalah
murah pengguna rokok
konvensional dan elektrik,
bukan mahasiswa secara
umum
8 Hasrawati Azis, | Persepsi Peredaran Sama-sama mengulas Fokus penelitian pada

persepsi ekonomi dan fiskal,
bukan kesadaran hukum
individu

Objek penelitian adalah
masyarakat umum, bukan
mahasiswa

Tidak mengukur tingkat
pengetahuan dan kepatuhan
terhadap norma hukum
secara langsung
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Nama \ Judul Persamaan Perbedaan
9 Zainullah Kesadaran Hukum Pembahasan sama-sama Objek penelitian secara
Pedagang terhadap mengangkat isu kesadaran spesifik pada pedagang di
Larangan hukum terhadap rokok sekitar sekolah
Perdagangan Rokok ilegal dan pendekatan Pendekatan yuridis normatif
di Sekitar Sekolah hukum Islam (magashid dan teologis
Perspektif Hukum syariah) Tujuan penelitian akhir
Positif dan Magashid Penggunaan dasar hukum lebih pada harmonisasi
Syariah (Studi di Undang-Undang No. 39 hukum positif dan syariah,
Kecamatan Tahun 2007 dalam bukan pengukuran tingkat
Sangkapura Gresik) pembahasan kesadaran hukum
10 | Yunus Purnadi | Penegakan Hukum Pembahasan yang berfokus Fokus pada penegakan
Setiawan, Irwan | terhadap Peredaran pada rokok tanpa cukai hukum oleh

Yulianto, dan Rokok tanpa Cukai (rokok ilegal) dalam aparat, bukan kesadaran

Ide Prima menurut Undang- konteks hukum. hukum dengan subjek sosial

Hadiyanto Undang Republik Penelitian bersifat normatif- (mahasiswa)
Indonesia Nomor 39 doktrinal Tidak melibatkan populasi
Tahun 2007 tentang akademik atau lingkungan
Perubahan atas pendidikan sebagai unit
Undang-Undang analisis.
Nomor 11
Tahun 1995 tentang
Cukai

B. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum (Soerjono Soekanto)

a. Pengertian dan Landasan Konseptual

Kesadaran hukum merupakan salah satu konsep sentral dalam

sosiologi hukum yang menghubungkan antara hukum sebagai sistem

norma tertulis dengan realitas perilaku masyarakat sebagai subjek hukum.

Soerjono Soekanto mendefinisikan kesadaran hukum sebagai nilai-nilai

yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang

hukum yang diharapkan ada. Dengan kata lain, kesadaran hukum bukan

sekadar kondisi seseorang mengetahui adanya suatu aturan, melainkan

mencakup bagaimana seseorang merasakan, memahami, menilai, dan pada

akhirnya mempraktikkan nilai-nilai hukum tersebut dalam tindakan nyata
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sehari-hari.!

Kesadaran hukum dalam pandangan Soekanto memiliki fungsi
sebagai jembatan antara law in books, hukum sebagaimana tertulis dalam
peraturan perundang-undangan dengan law in action, hukum sebagaimana

t.!1® Kesenjangan antara keduanya

benar-benar berfungsi dalam masyaraka
merupakan persoalan yang lazim ditemui dalam sistem hukum manapun,
dan kesadaran hukum masyarakat adalah salah satu faktor penentu
seberapa jauh kesenjangan tersebut dapat dipersempit. Apabila kesadaran
hukum masyarakat tinggi, maka norma hukum yang tertulis akan
cenderung dipatuhi secara sukarela tanpa memerlukan paksaan dari aparat
penegak hukum. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan
mengakibatkan norma hukum hanya dipatuhi karena ketakutan terhadap
sanksi, atau bahkan diabaikan sama sekali.

Soekanto menegaskan bahwa kesadaran hukum perlu dibedakan
dari kepatuhan hukum (legal compliance). Seseorang dapat mematuhi
hukum tanpa memiliki kesadaran hukum yang sesungguhnya, misalnya
karena takut dihukum atau karena tekanan sosial. Sebaliknya, seseorang
yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan mematuhi hukum
karena memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang mendasari aturan
tersebut, bukan semata karena ancaman sanksi.'” Perbedaan ini penting
karena kepatuhan yang lahir dari kesadaran hukum sejati jauh lebih stabil
dan tidak bergantung pada intensitas pengawasan aparat.

b. Empat Indikator Kesadaran Hukum

Soekanto membagi kesadaran hukum ke dalam empat indikator
yang bersifat hierarkis, di mana setiap indikator merupakan tahap yang
lebih dalam dari indikator sebelumnya. Keempat indikator ini menjadi

kerangka operasional utama dalam penelitian ini.

15 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers,
1982), him. 14

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
2006), him. 215

17 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, him. 19
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1) Pengetahuan Hukum (Legal Knowledge). Pengetahuan hukum
merupakan indikator paling awal dan paling dasar dari kesadaran
hukum. Pada tahap ini, yang diukur adalah sejauh mana individu
mengetahui keberadaan suatu aturan hukum bahwa aturan itu ada,
bahwa tindakan tertentu dilarang atau diwajibkan, dan bahwa
pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi.'® Pengetahuan hukum
bersifat deklaratif, artinya tidak mensyaratkan pemahaman mendalam
tentang alasan atau tujuan di balik aturan tersebut. Dalam konteks
penelitian ini, pengetahuan hukum diukur dari sejauh mana mahasiswa
mengetahui bahwa peredaran dan kepemilikan rokok ilegal dilarang
oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai,
mengetahui ciri-ciri rokok ilegal, serta mengetahui adanya ancaman
sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Soekanto mengingatkan bahwa pengetahuan hukum yang
dimiliki masyarakat seringkali diperoleh bukan melalui pembacaan
langsung teks peraturan, melainkan melalui proses sosialisasi informal
seperti media massa, percakapan sehari-hari, dan pengamatan terhadap
kejadian di lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan pengetahuan
hukum yang terbentuk seringkali bersifat parsial, tidak akurat, atau
hanya menyentuh permukaan dari substansi norma yang sebenarnya. '’

2) Pemahaman Hukum (Legal Understanding). Pemahaman hukum

merupakan tahap yang lebih dalam dari sekadar mengetahui. Pada
indikator ini, yang diukur adalah sejauh mana individu memahami
isi, tujuan, dan konsekuensi dari suatu aturan hukum.?° Seseorang
yang memiliki pemahaman hukum tidak hanya tahu bahwa suatu
tindakan dilarang, tetapi juga mampu menjelaskan mengapa tindakan
itu dilarang, apa kepentingan yang dilindungi oleh larangan tersebut,
dan apa akibat konkret yang ditimbulkan jika larangan itu dilanggar.

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman hukum mencakup

18 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, him. 22
19 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, hlm. 24
20 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, hlm. 26.
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kemampuan mahasiswa untuk memahami fungsi cukai sebagai
instrumen fiskal negara, dampak ekonomi makro dari peredaran
rokok ilegal terhadap penerimaan negara, risiko kesehatan akibat
tidak adanya pengawasan kualitas pada produk rokok ilegal, serta
peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penegakan hukum di
bidang cukai.

Perbedaan antara pengetahuan dan pemahaman hukum ini
bersifat krusial. Seseorang bisa saja mengetahui bahwa rokok ilegal
dilarang, namun tidak memahami mengapa larangan itu ada dan apa
dampak nyata dari pelanggarannya. Kondisi seperti inilah yang
sering menyebabkan seseorang memandang suatu larangan sebagai
aturan yang tidak relevan atau tidak penting, sehingga cenderung
diabaikan dalam praktik.?!

3) Sikap Hukum (Legal Attitude). Sikap hukum merupakan dimensi
evaluatif dari kesadaran hukum, yaitu penilaian subjektif individu
terhadap berlakunya suatu norma hukum. Pada tahap ini, yang diukur
bukan lagi apa yang diketahui atau dipahami seseorang, melainkan
bagaimana seseorang menilai aturan tersebut, apakah 1ia
memandangnya sebagai sesuatu yang adil, penting, relevan, dan
layak untuk ditaati; atau justru memandangnya sebagai aturan yang
tidak adil, tidak perlu, atau mengganggu kepentingan pribadinya.
Sikap hukum terbentuk dari interaksi antara pengetahuan dan
pemahaman hukum yang dimiliki seseorang dengan nilai-nilai,
kepentingan, dan pengalaman hidupnya.*?

Dalam konteks penelitian ini, sikap hukum diukur dari
kecenderungan mahasiswa untuk secara sadar menghindari
pembelian rokok ilegal, mempertimbangkan aspek legalitas produk

sebelum melakukan keputusan konsumsi, serta merasakan tanggung

21 1. Karimah dan H. Karuniawati, "Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Mahasiswa
Fakultas Geografi dan Fakultas Hukum," Usadha: Journal of Law and Sociology, Vol. 4, No. 3
(2025), him. 230.

22 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, hlm. 32
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jawab moral untuk tidak mendukung praktik yang melanggar hukum.
Soekanto menegaskan bahwa sikap hukum yang positif tidak selalu
berbanding lurus dengan pengetahuan dan pemahaman hukum yang
tinggi.>* Seseorang bisa memiliki pengetahuan dan pemahaman
hukum yang baik namun tetap bersikap negatif terhadap suatu aturan,
misalnya karena menganggap penegakan hukumnya tidak konsisten
atau karena kepentingan ekonomis yang bertentangan dengan
kepatuhan hukum.

4) Perilaku Hukum (Legal Behavior). Perilaku hukum merupakan
indikator tertinggi dan paling konkret dari kesadaran hukum, yaitu
manifestasi nyata dari pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum
dalam tindakan sehari-hari. Pada tahap ini, yang diukur adalah
apakah individu benar-benar berperilaku sesuai dengan norma hukum
yang berlaku dalam kehidupan nyatanya. Dalam konteks penelitian
ini, perilaku hukum diukur dari tindakan mahasiswa dalam
menghindari kepemilikan dan konsumsi rokok ilegal, mendorong
lingkungan sosialnya untuk bersikap serupa, serta berpartisipasi
dalam budaya sadar hukum di lingkungan kampus.?*

Soekanto menegaskan bahwa perilaku hukum merupakan
muara dari seluruh proses pembentukan kesadaran hukum. Seseorang
dikatakan memiliki kesadaran hukum yang sesungguhnya apabila
keempat indikator tersebut berjalan secara konsisten dan saling
menguatkan. Sebaliknya, apabila terdapat kesenjangan antara
indikator misalnya seseorang mengetahui dan memahami suatu
aturan namun tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai,
maka hal tersebut mengindikasikan bahwa proses internalisasi nilai

hukum belum berjalan secara penuh.

2. Teori Magashid Syariah

23 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, him. 35
24 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, hlm. 37
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a. Pengertian Maqashid al-syari'ah

Magashid al-syari'ah secara etimologis berasal dari dua kata:
maqashid (jamak dari magshad) yang berarti tujuan, maksud, atau
arah; dan al-syari'ah yang berarti jalan yang lurus atau hukum yang
ditetapkan Allah. Secara terminologis, maqashid al-syari'ah mengacu
pada tujuan-tujuan fundamental yang ingin dicapai oleh syariat Islam
dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Para ulama ushul
figh mendefinisikannya sebagai hikmah, kemaslahatan, dan tujuan
yang hendak diwujudkan oleh Allah melalui penetapan hukum-hukum
syariat, baik yang berkenaan dengan perintah maupun larangan.?

Konsep maqashid telah dibahas oleh para ulama sejak masa
klasik, namun pengembangan sistematisnya yang paling berpengaruh
dilakukan oleh Imam Abu Ishaq Al-Syatibi (w. 790 H) dalam karyanya
yang monumental, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Al-Syatibi
menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat, baik yang bersifat ibadah
maupun muamalah, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia (jalb al-masalih) dan mencegah kemudaratan
(dar' al-mafasid). la menegaskan bahwa tidak ada satu pun ketentuan
hukum dalam syariat yang tidak mengandung kemaslahatan, baik yang
dapat langsung ditangkap oleh akal manusia maupun yang hanya dapat
dipahami melalui kajian mendalam terhadap nas-nas syariat.*

Al-Syatibi membagi kemaslahatan yang hendak dijaga oleh
syariat ke dalam tiga tingkatan berdasarkan urgensinya. Pertama,
dharuriyyat (kebutuhan primer), yaitu kemaslahatan yang bersifat
esensial dan apabila tidak terpenuhi akan mengancam keberlangsungan
hidup manusia secara individual maupun sosial. Kedua, hajiyyat
(kebutuhan sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk

menghilangkan kesulitan dan mempermudah kehidupan. Ketiga,

25 Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach
(London: International Institute of Islamic Thought, 2008), him. 3

26 Abu Ishaq Al-Syatibi, al-Muwafagat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid 11 (Beirut: Dar al-Kutub
al-Tlmiyyah, t.t.), hlm. 6
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tahsiniyyat (kebutuhan tersier atau pelengkap), yaitu kemaslahatan
yang bersifat penyempurnaan dan berkaitan dengan kepatutan,
keindahan, dan akhlak mulia.?’

b. Lima Elemen Perlindungan Pokok (Al-Kulliyyat Al-Khams)

Pada tingkatan dharuriyyat, Al-Syatibi merumuskan lima
elemen pokok yang wajib dijaga oleh syariat dan setiap individu
Muslim, yang dikenal sebagai al-kulliyyat al-khams atau al-
dharuriyyat al-khams. Kelima elemen ini menjadi tolok ukur utama
dalam menilai apakah suatu perbuatan atau kebijakan sesuai atau
bertentangan dengan tujuan syariat.

1) Hifz al-Din (Perlindungan Agama). Perlindungan agama merupakan
elemen pertama dan tertinggi dalam hierarki magashid syariah,
mencerminkan posisi sentral agama dalam kehidupan seorang
Muslim. Perlindungan ini mencakup dua dimensi: dimensi internal,
yaitu menjamin setiap individu dapat menjalankan keyakinan dan
ibadahnya tanpa halangan; dan dimensi eksternal, yaitu mencegah
segala tindakan atau kebijakan yang berpotensi merusak,
mendistorsi, atau menghilangkan ajaran agama dari kehidupan
umat.”® Dalam konteks penelitian ini, dimensi hifz al-din relevan
karena kepemilikan barang ilegal bertentangan dengan nilai ketaatan
kepada ulil amri yang merupakan bagian dari ajaran Islam,
sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 59.

2) Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa). Perlindungan jiwa menegaskan
bahwa syariat Islam sangat memperhatikan keselamatan fisik dan
kelangsungan hidup manusia. Prinsip ini melarang segala bentuk
tindakan yang dapat mengancam jiwa, baik jiwa diri sendiri maupun
jiwa orang lain.?’ Dalam konteks rokok, prinsip hifz al-nafs menjadi

salah satu dasar utama pengharaman rokok oleh ulama kontemporer,

27 Abu Ishaq Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid 11, hlm. 9
28 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid 11, hlm. 11.
2 Al-Syatibi, al-Muwafagat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid 11, hlm. 12.
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karena kandungan zat berbahaya dalam rokok telah terbukti secara
ilmiah mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa perokok maupun
orang-orang di sekitarnya. Pada rokok ilegal, ancaman terhadap jiwa
bahkan lebih besar karena produk tersebut tidak melalui pengawasan
kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh regulasi.*°

3) Hifz al-Aql (Perlindungan Akal). Syariat Islam menempatkan akal
sebagai instrumen paling mulia yang dimiliki manusia, karena
melalui akallah manusia mampu memahami wahyu, membedakan
antara yang benar dan yang salah, serta mengelola kehidupannya
secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, segala sesuatu yang
dapat merusak atau melemahkan fungsi akal dilarang dalam Islam.
Dalam konteks penelitian ini, hifz al-agl relevan secara tidak
langsung, karena rokok termasuk rokok ilegal mengandung nikotin
dan zat adiktif lain yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi
fungsi kognitif dan kemampuan pengambilan keputusan.!

4) Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan). Perlindungan keturunan
mengacu pada penjagaan martabat, kesehatan, dan keberlangsungan
generasi manusia melalui aturan-aturan yang mengatur pernikahan,
hubungan keluarga, dan tanggung jawab reproduksi. Dalam konteks
rokok ilegal, hifz al-nasl relevan karena dampak kesehatan dari
konsumsi rokok termasuk gangguan reproduksi dan risiko kelainan
pada janin akibat paparan zat berbahaya dapat mengancam
keberlangsungan dan kualitas generasi mendatang.

5) Hifz al-Mal (Perlindungan Harta). Perlindungan harta merupakan
elemen yang paling langsung relevan dengan topik penelitian ini.
Syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap aspek
kepemilikan, distribusi, dan pengelolaan harta secara adil dan

transparan. Prinsip ini mencakup larangan pencurian, penipuan

30 0. Chabiba dan L.D. Sa'diyah, "Analisis Maqasid Syariah dan Kesadaran Hukum
Masyarakat terhadap Ijtihad Muhammadiah dalam Fatwa tentang Haram Rokok," Jurnal Dialog
Islam dengan Realitas, Vol. 6, No. 1 (2021), hIm. 160

31'A. Satra et al., "Hukum Merokok: Analisis Pandangan Ustadz Adi Hidayat dan Gus
Miftah," ULIL ALBAB: Jurnal limiah Multidisiplin, Vol. 4, No. 7 (2025), hlm. 1695
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(tadlis), penggelapan (ghulul), riba, dan berbagai bentuk
pengambilan hak orang lain secara tidak sah.>’ Dalam konteks
peredaran rokok ilegal, hifz al-mal terlanggar dalam dua dimensi:
pertama, dari sisi negara, peredaran rokok ilegal mengakibatkan
hilangnya penerimaan cukai yang merupakan hak publik (al-mal al-
am); kedua, dari sisi konsumen, rokok ilegal mengandung unsur
tadlis karena produk tersebut tidak memenuhi standar kualitas dan
legalitas yang seharusnya menjadi hak konsumen untuk
mengetahuinya.?

3. Teori Regulasi Perdagangan dalam Hukum Positif (Instrumen Cukai)
a. Pengertian

Regulasi perdagangan merupakan salah satu bentuk intervensi
negara dalam mekanisme pasar yang bertujuan untuk mewujudkan
kepentingan publik yang tidak dapat dicapai melalui mekanisme pasar
bebas semata. Dalam teori hukum ekonomi, negara memiliki
kewenangan dan kewajiban untuk mengatur perdagangan barang-
barang tertentu yang konsumsi atau produksinya menimbulkan
eksternalitas negatif (negative externalities), yaitu dampak buruk yang
ditanggung oleh pihak-pihak di luar transaksi, termasuk masyarakat
luas dan keuangan negara.>*

Rokok merupakan salah satu komoditas yang secara global
diakui sebagai barang dengan eksternalitas negatif yang signifikan,
baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun dari sisi fiskal negara.
Oleh karena itu, hampir seluruh negara di dunia menerapkan instrumen
regulasi khusus terhadap perdagangan rokok, yang salah satunya

adalah cukai (excise duty). Cukai berbeda dari pajak biasa karena

32 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid 11, hlm. 15.

33 C.J. Panjaitan, N. Purba, dan M.A. Sahlevi, "Tindak Pidana Menjual Barang Kena
Cukai yang Tidak Dilekati Pita Cukai dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2007," Jurnal Hukum
Kaidah, Vol. 21, No. 2 (2021), hlm. 282

34 Surono dan E. Purwanto, Modul Teknis dan Fasilitas Cukai (Jakarta: Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan, 2018), hlm. 5.
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selain berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, cukai juga
memiliki fungsi pengendalian konsumsi (controlling function) terhadap
barang-barang yang konsumsinya perlu dibatasi karena dampak
negatifnya bagi kesehatan, lingkungan, atau moralitas publik.*

b. Cukai sebagai Instrumen Regulasi dalam Hukum Indonesia
Di Indonesia, pengaturan cukai secara khusus diatur dalam

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang
merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995.
Undang-undang ini mendefinisikan cukai sebagai pungutan negara
yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat
atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu
diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi
masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu
pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.*¢

Berdasarkan definisi tersebut, instrumen cukai dalam hukum
Indonesia mengemban tiga fungsi utama yang saling berkaitan.
Pertama, fungsi budgetair, yaitu cukai sebagai sumber penerimaan
negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan nasional. Kedua, fungsi regulerend,
yaitu cukai sebagai instrumen pengendalian dan pengaturan perilaku
konsumsi masyarakat terhadap barang-barang yang berdampak negatif.
Ketiga, fungsi perlindungan, yaitu cukai sebagai mekanisme
perlindungan bagi industri dalam negeri yang beroperasi secara legal
dari persaingan tidak adil yang dilakukan oleh produk-produk ilegal
yang menghindari kewajiban cukai.?’

¢. Rokok Ilegal sebagai Pelanggaran Regulasi Perdagangan

Dalam kerangka regulasi perdagangan, rokok ilegal merupakan

produk yang secara sengaja menghindari seluruh kewajiban yang

35 Surono dan E. Purwanto, Modul Teknis dan Fasilitas Cukai, hlm 8

36 F.K. Marbun, "Kebijakan Cukai Rokok sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif
tentang Dampak Konsumsi dan Penerimaan Negara di Indonesia," Jurnal Ilmu Administrasi dan
Studi Kebijakan (JIASK), Vol. 7, No. 2 (2025), hlm. 5

37 Andrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him. 74
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ditetapkan dalam sistem regulasi cukai. Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 mengkategorikan rokok ilegal ke dalam beberapa bentuk
pelanggaran, yaitu rokok yang diproduksi tanpa izin, rokok yang
beredar tanpa dilekati pita cukai yang sah, rokok yang menggunakan
pita cukai palsu atau pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, serta
rokok yang diperoleh, disimpan, atau dimiliki oleh seseorang yang
mengetahui atau patut menduga bahwa produk tersebut berasal dari
tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 56.°

Keberadaan rokok ilegal dalam sistem perdagangan
menimbulkan distorsi pasar yang serius. Dari sisi persaingan usaha,
rokok ilegal yang tidak dibebani kewajiban cukai dapat dijual dengan
harga jauh di bawah harga pasar rokok legal, sehingga menciptakan
persaingan yang tidak adil (umfair competition) yang merugikan
produsen rokok legal yang telah memenuhi seluruh kewajibannya. Dari
sisi penerimaan negara, peredaran rokok ilegal mengakibatkan
hilangnya potensi penerimaan cukai yang seharusnya masuk ke kas
negara. Dari sisi perlindungan konsumen, rokok ilegal yang tidak
melalui proses pengawasan kualitas berpotensi mengandung zat-zat

berbahaya dalam kadar yang tidak terkontrol.*

d. Kewenangan Negara dalam Penegakan Regulasi Cukai

Untuk menjamin efektivitas regulasi cukai, Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 memberikan kewenangan yang luas kepada
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instansi yang
bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum di bidang
cukai. Kewenangan tersebut mencakup pengawasan produksi dan
peredaran barang kena cukai, penindakan terhadap pelanggaran di

lapangan, penyidikan tindak pidana di bidang cukai, serta pengenaan

38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 56

3 S. Yunus, P. Irwan, dan P.H. Ide, "Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok
Tanpa Cukai menurut UU RI No. 39 Tahun 2007," Jurnal llmiah AKSES, Vol. 3, No. 2 (2025),
hlm. 146.
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sanksi administratif maupun pidana kepada pelanggar.*’

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
diatur secara bertingkat sesuai dengan jenis dan berat pelanggarannya.
Pasal 54 mengatur sanksi bagi pihak yang menawarkan, menyerahkan,
menjual, atau menyediakan rokok tanpa pita cukai. Sementara itu,
Pasal 56 secara khusus mengatur sanksi bagi setiap orang yang
menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh,
atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga
berasal dari tindak pidana, dengan ancaman pidana penjara paling
singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, serta denda paling
sedikit dua kali dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang

seharusnya dibayarkan.*!

40 Surono dan E. Purwanto, Modul Teknis dan Fasilitas Cukai, hlm. 18

41 M.W. Rosyidi, "Sistem Penegakan Hukum (Law Enforcement) terhadap Peredaran
Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kabupaten Jember," Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
(2025), him. 31
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan seperangkat cara ilmiah yang
digunakan untuk memperoleh data secara sistematis guna mencapai tujuan
dan kegunaan tertentu. Suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah apabila
dilakukan berdasarkan prinsip rasional, empiris, dan sistematis'’. Di mana
sebelum melaksanakan penelitian, peneliti perlu merumuskan serta
menentukan metode yang paling sesuai agar permasalahan yang dikaji
dapat diungkap secara tepat dan menghasilkan solusi yang valid'®. Dalam
hal ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat
dirangkum sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan desain deskriptif
kuantitatif. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian
yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan berfungsi secara nyata
dalam kehidupan masyarakat, dengan menelaah perilaku hukum
subjek hukum terhadap norma yang berlaku.*’ Pendekatan ini tidak
hanya berfokus pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga
pada implementasinya dalam praktik sosial.

Desain deskriptif kuantitatif dipilih karena penelitian ini

bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat kesadaran

42 Muhaimin, 2020
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hukum mahasiswa secara terukur dan sistematis menggunakan
instrumen berskala numerik. Pendekatan kuantitatif memungkinkan
peneliti untuk menghasilkan data yang dapat dikuantifikasi,
dianalisis secara statistik deskriptif, dan disajikan dalam bentuk
tabel serta persentase yang objektif dan dapat direplikasi*’. Dengan
demikian, penelitian ini berupaya menghasilkan gambaran empiris
yang terukur mengenai tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap,
dan perilaku hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang terhadap larangan kepemilikan rokok ilegal
berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk
menganalisis hubungan antara norma hukum dengan realitas perilaku
sosial Masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis
sosiologis dioperasionalkan untuk memahami sejauh mana ketentuan
hukum cukai, khususnya larangan kepemilikan rokok ilegal
sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 dipersepsi, dipahami, dan ditaati oleh mahasiswa dalam
kehidupan sehari-hari.

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bersifat

deskriptif, artinya data yang diperoleh melalui instrumen kuesioner

43 Sugiyono, 2011
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akan dideskripsikan dan dianalisis untuk menggambarkan kondisi
empiris tingkat kesadaran hukum mahasiswa. Jawaban terbuka yang
tersedia dalam instrumen digunakan sebagai data pendukung
(supporting data) untuk memperkaya interpretasi terhadap temuan
kuantitatif, bukan sebagai data utama analisis.
Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Lokasi ini
dipilih karena Fakultas Syariah sebagai institusi pendidikan hukum
Islam dianggap mampu merepresentasikan dalam pengukuran
tingkat kesadaran hukum generasi muda dan relevan untuk
fenomena peredaran rokok ilegal yang sering terjadi di lingkungan
kampus dan sekitarnya.

Populasi dan Sampel

1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun
akademik 2025/2026 yang terdaftar pada empat program studi,
yaitu Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah
(HES), Hukum Tata Negara (HTN), dan [lmu Al-Qur'an dan Tafsir
(IAT).

2. Sampel dan Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pemilihan
sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono,
2011). Adapun kriteria sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

a. Mabhasiswa aktif yang terdaftar di salah satu program studi pada

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

b. Telah menempuh perkuliahan minimal dua semester, sehingga
dianggap telah memperoleh pemaparan dasar mengenai sistem

hukum dan norma perundang-undangan;

c. Merupakan perokok aktif (harian, mingguan, atau sesekali),
karena penelitian ini secara spesifik mengkaji kesadaran hukum

dalam konteks kepemilikan dan konsumsi rokok ilegal;

d. Bersedia mengisi kuesioner secara jujur dan lengkap tanpa

paksaan.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang
berhasil dihimpun dalam penelitian ini adalah 56 responden.
Penentuan jumlah ini didasarkan pada prinsip kecukupan sampel
untuk analisis deskriptif kuantitatif, di mana jumlah tersebut dinilai
memadai untuk menghasilkan gambaran yang representatif
mengingat keterbatasan populasi yang memenuhi kriteria ketiga,

yakni mahasiswa yang merupakan perokok aktif
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E. Sumber Data

1.

Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara
langsung dari responden melalui proses penelitian di lapangan.
Data ini bersifat orisinal karena dikumpulkan pertama kali oleh
peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang telah
ditetapkan. Data Primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner
daring (online questionnaire) menggunakan platform Google
Form. Kuesioner disebarkan kepada mahasiswa Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memenuhi kriteria
sampel pada periode November hingga Desember 2025.
Penyebaran dilakukan melalui tautan yang disebarkan secara
langsung kepada mahasiswa di setiap program studi dengan

bantuan koordinator angkatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh
secara tidak langsung melalui berbagai sumber yang telah ada
sebelumnya, seperti literatur ilmiah, dokumen resmi, dan
peraturan perundang-undangan. Data sekunder digunakan untuk
memberikan landasan teoritis, memperkuat analisis, serta
menjelaskan konteks hukum dan sosial dari permasalahan yang
diteliti.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-
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buku hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan
penelitian terdahulu, serta dokumen hukum seperti Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan peraturan
pelaksananya. Selain itu, digunakan pula literatur terkait teori
kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yang dijadikan kerangka
teoritis dalam menganalisis hasil kuesioner. Data sekunder ini
berfungsi melengkapi dan menguatkan hasil temuan lapangan,
sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif
mengenai kesadaran hukum mahasiswa terhadap larangan
mengonsumsi rokok ilegal.
Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner
terstruktur yang terdiri dari dua bagian:
Bagian 1: Data Responden, memuat pertanyaan identitas meliputi
kesediaan menjadi responden, jenis kelamin, program studi dan
angkatan, status perokok, frekuensi merokok, dan nomor kontak.
Bagian 2: Pernyataan Kesadaran Hukum, memuat 22 item
pernyataan tertutup berskala Likert 5 poin dan 13 item pertanyaan
terbuka sebagai data pengaya. Rincian item tertutup berdasarkan

indikator telah disajikan pada tabel di Sub-bab E di atas.
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No. Aspek Indikator No.
Item
1 Pengetahuan | Tingkat pengetahuan responden tentang 1,2,3,5
Hukum keberadaan aturan hukum rokok ilegal dalam
UU No. 39 Tahun 2007, termasuk ciri-ciri rokok
ilegal dan potensi sanksinya
2 Pemahaman | Kedalaman pemahaman responden terhadap 6,8,9,
Hukum tujuan, alasan normatif, dan konsekuensi 11, 12
larangan rokok ilegal, termasuk dampak
ekonomi, kesehatan, dan peran Bea Cukai
3 Sikap Hukum | Penilaian evaluatif responden terhadap larangan | 13, 15,
rokok ilegal, mencakup kecenderungan untuk 17,19
menghindari, mempertimbangkan aspek hukum,
dan merasakan tanggung jawab moral
4 Perilaku Tindakan nyata responden dalam kehidupan 21,22,
Hukum sehari-hari yang mencerminkan kepatuhan atau | 23, 24,
pelanggaran terhadap larangan rokok ilegal, 25, 26,
termasuk pengaruh lingkungan dan sosialisasi 27,28

Selain keempat indikator di atas, instrumen juga memuat satu item tertutup

(nomor 30) dan enam item terbuka (nomor 29, 31-35) yang berkaitan
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dengan perspektif magashid syariah. Item-item ini digunakan sebagai data
pendukung dalam pembahasan Rumusan Masalah kedua dan tidak
diikutsertakan dalam perhitungan skor kesadaran hukum.

Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada
konsep yang dikembangkan oleh Rensis Likert (1932), di mana sikap
terhadap suatu objek sosial dapat diukur melalui tingkat persetujuan atau
pengetahuan responden terhadap serangkaian pernyataan yang mewakili
konstruk yang diukur. Dalam penelitian ini, setiap item diberi skor 1

hingga 5 dengan label yang disesuaikan berdasarkan indikatornya:

Skor | Pengetahuan Pemahaman Perilaku

1 Sangat Tidak Mengetahui Sangat Tidak Paham Sangat Tidak Setuju
2 Tidak Mengetahui Tidak Paham Tidak Setuju

3 Ragu-Ragu Ragu-Ragu Ragu-Ragu

4 Mengetahui Paham Setuju

5 Sangat Mengetahui Sangat Paham Sangat Setuju

Skor setiap indikator dihitung berdasarkan rata-rata (mean)
jawaban responden pada item-item yang mewakili indikator tersebut.
Interpretasi rata-rata skor menggunakan rumus interval sebagai berikut:
Interval = (Skor tertinggi — Skor terendah) + Jumlah kategori=(5 —1) + 5
=0,80

Sehingga kategorisasi tingkat kesadaran hukum adalah sebagai berikut:
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Skor | Rentang Skor | Kategori

1. 1,00 - 1,80 Sangat Rendah
2. 1,81 - 2,60 Rendah

3. 2,61 3,40 Sedang

4. 3,41 -4,20 Tinggi

5. 4,21 -5,00 Sangat Tinggi

Kategorisasi ini berlaku untuk setiap indikator secara terpisah maupun

untuk skor kesadaran hukum secara keseluruhan.

G. Metode Pengolahan Data
Dalam rangka untuk menjaga kualitas data yang diperoleh,
peneliti menerapkan beberapa tahapan pengolahan data, sebagaimana
dijelaskan berikut:
1. Edit (Editing data)

Tahap ini bertujuan untuk memeriksa kembali seluruh data
sebelum dan sesudah dikumpulkan berdasarkan hasil observasi.
Peneliti memastikan tidak ada data yang salah tulis, tidak lengkap,
atau tidak relevan. Proses ini juga mencakup pengecekan kejelasan
jawaban responden serta konsistensi hasil catatan lapangan agar
siap untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Klasifikasi (Pengelompokan Data)
Setelah  data diedit, langkah berikutnya adalah

mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan
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fokus penelitian yaitu kesadaran hukum mahasiswa terkait
larangan kepemilikan rokok ilegal berdasarkan UU No.39 Tahun
2007 tentang cukai. Klasifikasi dilakukan dengan cara

mengidentifikasi tema, pola,

Atau topik yang muncul dari data, seperti faktor-faktor yang
memengaruhi perilaku responden, pandangan terhadap fenomena
yang diteliti, serta bentuk interaksi sosial yang terjadi.

. Verifikasi (Pemeriksaan Data)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan
data berdasarkan hasil jawaban dari responden hingga perlakuan
triangulasi data terkumpul. Tujuannya adalah memastikan bahwa
data yang digunakan benar-benar valid, konsisten, dan sesuai
dengan kenyataan di lapangan.

. Penyimpulan (Drawing Conclusion)

Setelah data diverifikasi, peneliti menarik kesimpulan
sementara berdasarkan temuan yang telah diklasifikasi.
Kesimpulan ini bersifat sementara dan masih dapat berubah apabila
ditemukan data baru yang lebih kuat. Selanjutnya, peneliti
meninjau kembali hasil analisis untuk memperoleh kesimpulan
akhir yang mencerminkan inti dari hasil penelitian.

. Analisis (Interpretasi Data)
Pada tahap ini, data yang telah melalui proses editing,

klasifikasi, verifikasi, dan penyimpulan awal dianalisis secara
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sistematis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.
Dalam hal ini, data yang diperoleh dari pertanyaan tertutup
dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Di mana
instrumen tersebut menggunakan skala likert dengan lima
tingkat untuk mengukur indikator kesadaran hukum yang
mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum,

dan perilaku hukum.



BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Penelitian

1. Karakteristik Responden berdasarkan Program Studi

Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang
diperoleh dari 56 responden mahasiswa Fakultas Syariah UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang yang dikumpulkan melalui
kuesioner daring (Google Form) yang disebarkan selama periode
bulan November hingga Desember. Pemilihan media daring
dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan akses, efisiensi
waktu, serta kemampuan untuk menjangkau responden secara luas
tanpa mengurangi substansi data yang dibutuhkan.

Tabel 4.1.1 Daftar Responden Penelitian

Kategori Jumlah (n) (%)

Hukum Keluarga Islam (HKI) 10 17.8
Hukum Ekonomi Syariah (HES) 17 30.3
Hukum Tata Negara (HTN) 24 42.8
[lmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) 5 8.9
Total 56 100

Dalam hal ini, dari 56 responden telah menunjukkan
pola yang relatif konsisten, sehingga data yang diperoleh dinilai
telah memenuhi prinsip kejenuhan data, dengan responden
terbanyak berasal dari Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)
sebanyak 24 orang (42.8%), diikuti dengan Hukum Ekonomi

Syariah (HES) sebanyak 17 orang (30.3%), Hukum Keluarga

44
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Islam (HKI) sebanyak 10 orang (17.8%), dan Ilmu Al-Quran dan

Tafsir (IAT) sebanyak 5 orang (8.9%).

. Distribusi Responden berdasarkan Angkatan dan Jenis
Kelamin

Distribusi responden dalam penelitian ini menunjukkan
adanya dominasi mahasiswa dengan intensitas konsumsi rokok
yang relatif tinggi. Di mana kelompok perokok harian menempati
proporsi terbesar, yakni sebanyak 31 responden, yang
merepresentasikan individu dengan pola konsumsi rokok yang
konsisten setiap hari. Di bawahnya, terdapat 20 responden dengan
pola konsumsi mingguan, yaitu mahasiswa yang merokok pada
hari-hari tertentu dalam satu minggu. Sementara itu, responden
dengan intensitas konsumsi yang bersifat tidak menentu dalam
satu bulan tergolong lebih sedikit, yaitu sebanyak 6 orang dan
diklasifikasikan sebagai perokok kadang-kadang.

Komposisi tersebut memberikan gambaran yang cukup
komprehensif mengenai variasi perilaku merokok di kalangan
mahasiswa, dengan dominasi perokok harian sebagai kelompok
utama. Kondisi ini menjadi relevan secara metodologis karena
kelompok perokok harian umumnya memiliki tingkat
keterpaparan paling tinggi terhadap praktik peredaran rokok,
baik legal maupun ilegal, sehingga pandangan dan penilaian

mereka terhadap isu rokok ilegal memiliki bobot yang signifikan
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dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Adapun kehadiran
kelompok perokok mingguan dan kadang-kadang melengkapi
analisis dengan perspektif dari mahasiswa yang memiliki
intensitas konsumsi lebih rendah, sehingga hasil penelitian tidak
hanya merefleksikan satu pola perilaku tertentu, melainkan
mencerminkan  struktur populasi responden secara lebih

berimbang.

Tabel 4.1.2  Distribusi Angkatan dan Jenis Kelamin

Kategori Sub Kategori Jumlah (n) (%)
2021 19 339
2022 12 214

Angkatan 2023 14 25
2024 10 17.9

2025 1 1.8
Total 56 100
. . Laki-Laki 46 82.1
Jenis Kelamin Perempuan 10 17.9
Total 56 100

Responden penelitian tersebar pada beberapa angkatan,
yang didominasi oleh mahasiswa angkatan 2021 sebanyak 20
orang (33.9%) dan diikuti oleh angkatan 2023 sebanyak 15 orang
(25.4%), sedangkan 21 orang lainnya berasal dari angkatan 2024
dan 2025. Berdasarkan sebaran tahun angkatan tersebut
menunjukkan bahwa responden didominasi oleh mahasiswa

tingkat menengah hingga akhir yang secara akademik seharusnya
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telah memperoleh pemaparan materi terkait hukum secara lebih
intensif dibandingkan dengan mahasiswa di tingkat awal
3. Tingkat Pengetahuan Mahasiswa

Tabel 4.1.3  Tingkat Pengetahuan Mahasiswa

Kategori Skala Likert
1 2 3 4 5
Pengetahuan Hukum | 2 12 4 12 26
Pengetahuan Objek | 5 10 5 30 6
Persentase (%) 6.2 19.6 8 375 28.
5

Keterangan:

Skala 1 = Sangat Tidak Mengetahui
Skala 2 = Tidak Mengetahui

Skala 3 = Cukup Mengetahui

Skala 4 = Mengetahui
Skala 5 = Sangat Mengetahui

Berdasarkan hasil tersebut, tingkat pengetahuan mahasiswa
terhadap aspek hukum dan objek penelitian menunjukkan variasi
pemahaman pada setiap tingkat skala. Di mana pada indikator
pengetahuan hukum, terdapat 12 responden yang berada pada
skala 2 yang menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih
memiliki tingkat pengetahuan yang terbatas terkait ketentuan
hukum mengenai rokok ilegal, khususnya yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Di sisi lain, sebanyak 26 responden berada pada skala 5
yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menilai bahwa
dirinya memiliki pengetahuan yang sangat baik mengenai aspek

hukum rokok ilegal. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan




48

salah satu responden yang menyebutkan bahwa:
“Saya yakin karena materi yang saya pelajari berasal dari
dosen dan buku ajar yang merujuk langsung pada undang-
undang. Penjelasan mengenai cukai dan pelanggaran rokok
ilegal dibahas cukup detail di kelas. Selain itu, saya juga
melakukan pencarian tambahan dari situs resmi pemerintah
untuk memastikan bahwa saya memahami aturan yang

berlaku. Hal ini membuat saya merasa cukup percaya diri
dengan pengetahuan saya.” *4

Pada indikator pengetahuan terhadap objek penelitian, yaitu rokok
ilegal, mayoritas responden berada pada skala 4 dengan jumlah 30
responden. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar
mahasiswa mengetahui ciri-ciri rokok ilegal secara umum, seperti
tidak adanya pita cukai dan harga yang jauh lebih murah
dibandingkan dengan rokok legal sebagaimana pernyataan
beberapa responden yang menyebutkan “... menjual rokok tanpa
cukai...”,* . penjual yang menawarkan rokok murah..” *°
Meskipun demikian, masih terdapat 10 responden yang
berada pada skala 2 dan 5 responden pada skala 1 yang
mengindikasikan bahwa tidak seluruh mahasiswa memiliki
pemahaman yang memadai mengenai karakteristik rokok ilegal.
Secara keseluruhan, distribusi jawaban responden menunjukkan

bahwa, persentase tertinggi berada pada skala 4 sebesar 37.5% dan

skala 5 sebesar 28.5%, yang menggambarkan bahwa sebagian

“ Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Ahmad (nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

4 Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Rizky(nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

46 Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Fajar(nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025
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besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang relatif baik

terhadap aspek hukum maupun objek rokok ilegal.

4. Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Mahasiswa

Tingkat kesadaran mahasiswa terhadap rokok ilegal dalam
penelitian ini diidentifikasi melalui pengukuran skala likert serta
analisis jawaban terbuka dari responden. Berdasarkan proses
pengolahan data kualitatif, jawaban responden dikodekan ke
dalam tiga aspek utama, yaitu dampak hukum, dampak

ekonomi, dan dampak kesehatan.

Pengelompokan ini dilakukan karena ketiga aspek ini secara
konsisten muncul dalam pernyataan responden ketika menjelaskan
pemahaman dan sikap mereka terhadap rokok ilegal dalam
konteks peraturan perundang-undangan, khususnya pada UU No.
39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Tabel 4.1.3 Tingkat Kesadaran Mahasiswa

Kategori Skala Likert
1 2 3 4 5
Dampak Hukum 1 12 3 22 18
Dampak Ekonomi 1 9 3 30 13
Dampak Kesehatan 3 4 10 23 16
Persentase (%) 29 14.8 9.5 44.6 28
Keterangan:

Skala 1 = Sangat Tidak Setuju
Skala 2 = Tidak Setuju

Skala 3 =Ragu-

Ragu

Skala 4 = Setuju

Skala 5 = Sangat Setuju

Berdasarkan data pada tabel tersebut, tingkat kesadaran
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mahasiswa terhadap dampak hukum menunjukkan bahwa
mayoritas responden berada pada skala 4 sebanyak 22 responden
dan skala 5 sebanyak 18 responden. Hal tersebut menggambarkan
bahwa sebagian besar mahasiswa telah menyadari adanya
konsekuensi hukum dari kepemilikan dan peredaran rokok ilegal.
Kesadaran ini tercermin dalam beberapa jawaban terbuka
responden yang menyebutkan unsur-unsur seperti pelanggaran
terhadap Undang-Undang Cukai, ancaman sanksi pidana, serta
peran aparat penegak hukum. Dalam hal ini beberapa

. ancaman pidana..”,*’ ... merugikan

(13

responden menyatakan
dari sisi hukum, .. karena melibatkan tindakan kriminal ...”.*
Meskipun demikian, berdasarkan data tabel tersebut juga didapati
sebanyak 12 responden masih berada pada skala 2 yang
menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa belum sepenuhnya
memahami atau menyadari dampak hukum yang ditimbulkan.

Jika dilihat dari aspek dampak ekonomi, mayoritas
responden berada pada tingkat kesadaran yang relatif tinggi, di
mana 30 responden berada pada skala 4 diikuti dengan 13
responden pada skala 5. Kesadaran ekonomi ini dikodekan

berdasarkan jawaban terbuka oleh responden yang menyinggung

kerugian negara akibat hilangnya penerimaan cukai, dampak

47 Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Aisyah (nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

8 Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Farhan (nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025
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terhadap pendapatan negara, serta ketidakadilan dalam persaingan

(13

usaha. Dalam hal ini, beberapa responden menyebutkan
merugikan negara dari sisi pendapatan.”*®, .. merusak
persaingan usaha yang sehat.”, dan

“Menurut saya pemerintah mengenakan cukai dan melarang
rokok ilegal untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan
kesehatan masyarakat. Cukai berfungsi sebagai pemasukan
negara dan pengendali konsumsi, sementara larangan rokok ilegal
bertujuan meminimalisir industri gelap yang merugikan
masyarakat dan negara. Dalam jangka panjang, aturan ini

menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen
dari produk yang tidak jelas kualitasnya. "

Akan tetapi, pada skala 2 masih terdapat 9 responden yang
menunjukkan bahwa tidak seluruh mahasiswa mengaitkan
konsumsi rokok ilegal dengan dampak ekonomi secara lebih luas.

Sedangkan pada aspek dampak kesehatan, distribusi
jawaban responden menunjukkan variasi tingkat kesadaran sebesar
23 responden pada skala 4 dan 16 responden pada skala 5. Jumlah
tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian besar mahasiswa
menyadari resiko kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok ilegal
sebagaimana pernyataan responden yang menyinggung terkait
tidak adanya pengawasan kualitas, kandungan bahan berbahaya,
serta resiko penyakit akibat konsumsi rokok ilegal yang

diungkapkan oleh Zahra “.. penambahan para pengidap penyakit

4 Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Ilham (nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

50 Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Nabila (nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025



52

kanker paru paru”.>' Tetapi, di sisi lain, masih terdapat responden
berada pada skala 3 sebanyak 10 orang, dan skala 1 sebanyak 3
orang, yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran kesehatan
terhadap rokok ilegal belum sepenuhnya merata di kalangan

mahasiswa.

5. Sikap dan Pola Perilaku Mahasiswa

Tabel 4.1.3  Sikap dan Pola Perilaku Konsumen

Kategori Skala Likert
1 2 3 4 5
Sikap Internal 1 7 5 20 23
Perilaku Aktual 4 9 6 18 19
Persentase (%) 4.5 142 9.8 339 37.5

Sikap dan pola perilaku mahasiswa terhadap rokok ilegal
dalam penelitian ini diukur melalui beberapa pernyataan skala
likert yang mencerminkan sikap internal (legal attitude) dan
perilaku aktual (legal behavior). Pengelompokan ini dilakukan
untuk membedakan antara sikap batin atau orientasi normatif
mahasiswa terhadap larangan rokok ilegal dan tindakan nyata
yang ditujukan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data tabel 4.1.3, pada kategori sikap
internal mayoritas responden berada pada skala 4 sebanyak 20
responden dan skala 5 sebanyak 23 responden. Hal tersebut

menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menyatakan

Sl Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Zahra (nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025
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persetujuan yang sangat kuat terhadap pernyataan-pernyataan
yang mencerminkan sikap menolak rokok ilegal, seperti
menghindari pembelian rokok ilegal, mempertimbangkan aspek
hukum sebelum membeli produk, serta dorongan nilai agama
untuk tidak mengonsumsinya. Sikap tersebut juga tercermin
dalam beberapa jawaban terbuka responden seperti “Saya melihat

rokok ilegal melanggar maqashid syariah ...” >

“.mengonsumsi rokok ilegal adalah tidak setuju, karena
tindakan tersebut berarti ikut mendukung peredaran barang
yang melanggar hukum, merugikan negara, dan berpotensi
membahayakan kesehatan karena tidak ada standar produksi
yang Jelas. ....ccooviiiiiie e » 33

Di sisi lain, masih terdapat 7 responden pada skala 2 dan 1
responden pada skala 1 yang menunjukkan bahwa tidak seluruh
mahasiswa memiliki sikap internal yang sepenuhnya sejalan
dengan larangan kepemilikan rokok ilegal yang juga
menggambarkan adanya perbedaan orientasi sikap hukum di
kalangan mahasiswa. Sementara itu, pada kategori perilaku aktual,
distribusi jawaban menunjukkan bahwa sebanyak 18 responden
berada pada skala 4 dan 19 responden berada pada skala 5 yang
mengindikasikan bahwa sebagian besar mahasiswa menyatakan
telah menunjukkan perilaku yang mendukung larangan rokok

ilegal, seperti menegur teman, menghindari lingkungan yang

52 Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Dimas (nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

53 Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Aldi (nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025
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mendukung pembelian rokok ilegal, serta mendukung budaya
sadar hukum di lingkungan akademik. Meski demikian, pada
kategori ini, masih terdapat
9 responden pada skala 2 dan 4 responden pada skala 1 yang
menunjukkan bahwa meskipun sikap internal mahasiswa
cenderung positif, tidak menjadikan seluruh responden memiliki
perilaku nyata yang konsisten dalam praktik sehari-harinya.
Temuan ini memberikan gambaran empiris yang
menjelaskan perbedaan antara sikap dan tindakan mahasiswa
dalam menyikapi rokok ilegal. Bahkan dalam beberapa jawaban,
terdapat ketidaksesuaian antara sikap internal dan perilaku aktual

yang diberikan oleh responden.

Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

Berdasarkan hasil kuesioner yang melibatkan 56 responden
mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
diperoleh temuan bahwa secara umum mahasiswa telah memiliki
pengetahuan hukum mengenai keberadaan larangan terhadap rokok
ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Cukai. Hal ini tercermin dari jawaban responden yang
menunjukkan kecenderungan berada pada kategori sefuju hingga
sangat setuju terhadap pernyataan bahwa rokok ilegal merupakan

perbuatan yang dilarang oleh hukum. Temuan ini menunjukkan
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bahwa pada tataran kognitif dasar, mahasiswa telah mengetahui
adanya norma hukum yang mengatur dan melarang praktik rokok
ilegal yang diperoleh baik dari melalui media massa, media sosial,
maupun wacana umum di lingkungan masyarakat kampus.

Jika ditinjau dalam kerangka teori kesadaran hukum Soerjono
Soekanto, pengetahuan hukum merupakan unsur awal dan paling
mendasar dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat, di mana
pengetahuan hukum mengacu pada sejauh mana individu mengetahui
adanya aturan hukum, termasuk substansi umum dan larangan yang
diatur di dalamnya.>*

Dalam konteks penelitian ini, mayoritas mahasiswa telah
sampai pada tahap mengetahui keberadaan larangan hukum, meskipun
belum tentu memahami secara mendalam terkait substansi, tujuan, dan
konsekuensi yuridis dari pelanggaran tersebut. Pengetahuan hukum
(legal knowledge) mahasiswa ini secara umum memang diperoleh
melalui proses sosialisasi yang bersifat informal, seperti media massa,
lingkungan sosial, dan percakapan sehari-hari, bukan semata-mata
melalui pembacaan langsung terhadap peraturan perundang-
undangan.’> Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurhayati dan
Hidayat yang menyatakan bahwa mahasiswa umumnya telah

mengetahui  keberadaan larangan hukum tertentu, meskipun

% Luhukay, R. S., Diktat Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Widya
Mataram. (2020).

3> Wibowo, A., & Kossay, M. Teori Sosiologi Hukum. (2024). Semarang. Yayasan
Prima Agus Teknik
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pengetahuan tersebut lebih banyak diperoleh melalui media dan
lingkungan sosial dibandingkan melalui pemahaman langsung
terhadap regulasi tertulis.>®

Tetapi, ketika pengetahuan tersebut ditelusuri lebih lanjut
melalui pertanyaan terbuka, tampak bahwa pengetahuan hukum
mahasiswa masih bersifat umum dan belum diiringi dengan
pemahaman yang mendalam terhadap substansi hukum yang
mengaturnya. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang
menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya larangan, tetapi tidak
memahami dasar hukum serta sanksi yang melekat pada pelanggaran
tersebut. Salah satu responden menyatakan, “Kurang yakin karena
belum pernah baca langsung UU-nya”>’ Responden lain juga

menyebutkan, “Kurang yakin karena cuma tahu dari cerita orang”.>®

Kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa pengetahuan hukum
masyarakat termasuk mahasiswa seringkali hanya bersifat deklaratif
atau terbatas pada pengakuan atas keberadaan larangan, tanpa diikuti
dengan pemahaman terhadap dasar normatif dan sanksi hukum yang
mengaturnya. Dengan kata lain, pengetahuan hukum mahasiswa

dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai legal awareness at

56 Karimah, 1., & Karuniawati, H. Tingkat Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Mahasiswa
Fakultas Geografi Dan Fakultas Hukum. Usadha: Journal of Law and Sociology. (2025). Vol. 4.
No. 3. Halaman 228-238

57 Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Reza (nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

58 Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Siti (nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025
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the level of knowing atau mengetahui adanya aturan hukum tanpa
diikuti oleh pemahaman mendalam mengenai rasionalitas dan
implikasi hukumnya.>

Meskipun pada aspek pemahaman hukum mahasiswa
menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan aturan yang melarang
peredaran dan kepemilikan rokok ilegal, temuan dalam penelitian ini
menemukan bahwa pengakuan tersebut tidak secara otomatis diikuti
oleh sikap hukum (legal attitude) yang sejalan. Dalam kerangka teori
kesadaran hukum Soerjono Soekanto, sikap hukum merupakan tahap
lanjutan setelah pengetahuan dan pemahaman hukum, yang
mencerminkan penilaian subjektif individu terhadap hukum, apakah
hukum tersebut dipandang baik, adil, dan layak untuk ditaati.*

Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa ketika
responden diminta untuk menilai secara normatif terkait keberlakuan
dan urgensi larangan  rokok  ilegal,  sebagian = mahasiswa
justru  menyatakan ketidaksetujuan atau menunjukkan sikap yang
bersifat ambivalen terhadap kebijakan tersebut. Ketidaksesuaian ini
mencerminkan adanya jarak antara pemahaman hukum dan sikap
hukum, di mana hukum dipersepsikan lebih sebagai instrumen

regulatif negara daripada sebagai norma yang dianggap adil dan

3% Waruwu, J. C.. (2025). Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Peraturan
Kampus. PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum ,
02(02), Halaman 87-93.

60 Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Rajawali Pers
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relevan dengan realitas sosial.®!

Kondisi ini mengindikasikan adanya
jarak antara pemahaman hukum dan sikap hukum mahasiswa, di mana
hukum tidak sepenuhnya dipersepsikan sebagai norma yang adil dan
relevan dengan realitas sosial, melainkan lebih dipandang sebagai
instrumen regulatif negara yang bersifat koersif.

Hal tersebut didukung dengan jawaban terbuka oleh responden
yang semakin memperkuat temuan, di mana beberapa mahasiswa
menyatakan bahwa “ya terserah mereka”®* dan “Saya diam saja
karena merasa bukan hak Saya untuk memaksakan seorang untuk
tidak merokok ilegal”.®® Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa
meskipun mahasiswa secara normatif mengakui keberadaan dan
keberlakuan larangan hukum, sikap hukum yang ditampilkan belum
sepenuhnya akan mencerminkan internalisasi nilai hukum secara aktif.
Dalam konteks ini, larangan hukum dipersepsikan tidak memberikan
dampak langsung terhadap kepentingan pribadi responden, sehingga
persetujuan terhadap aturan cenderung bersifat pasif dan tidak disertai
dengan keterlibatan normatif untuk mendorong kepatuhan hukum di
lingkungan sosial. Dengan kata lain, sikap setuju terhadap larangan

hukum tidak selalu

berangkat dari kesadaran hukum yang reflektif, melainkan dari

kondisi netral karena tidak adanya kepentingan personal yang

61 Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum

62 Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Hadi (nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

8 Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Imam (nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025
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terpengaruh.®*

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto
yang menegaskan bahwa sikap hukum individu tidak hanya dibentuk
oleh pengetahuan terhadap norma hukum, melainkan juga sangat
dipengaruhi oleh kepentingan serta posisi sosial individu terhadap
keberlakuan norma tersebut.’®> Dalam hal ini, hukum cenderung akan
dipersepsikan secara positif oleh individu yang tidak merasakan secara
langsung konsekuensi, pembatasan, maupun tuntutan perubahan
perilaku dari suatu aturan. Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa
yang tidak memiliki keterlibatan langsung sebagai pengguna rokok
ilegal cenderung menyatakan persetujuan terhadap larangan rokok
ilegal, karena keberlakuan aturan tersebut tidak menuntut
pengorbanan  personal maupun perubahan signifikan dalam
kehidupan sehari-hari mereka. Persetujuan yang muncul dengan
demikian lebih merefleksikan posisi aman dan netral responden
terhadap regulasi, bukan semata-mata hasil dari internalisasi nilai
hukum yang mendalam.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persetujuan
normatif terhadap keberadaan aturan hukum belum tentu berbanding
lurus dengan tingkat kesadaran hukum yang substantif. Di mana,

sikap hukum yang ditunjukkan sebagian mahasiswa masih cenderung

%% Heldi, K., Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Kota
Bukittinggi (Studi Kasus Polresta Bukittinggi). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. (2025). Vol.
11. No. 9C. Halaman 60-70

85 Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.
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pasif, tercermin dari kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan
korektif atau kontrol sosial ketika menjumpai praktik konsumsi

rokok ilegal di lingkungan sekitarnya.

Pernyataan responden yang memilih untuk “diam” atau
“tidak mencampuri urusan orang lain” mengindikasikan bahwa
hukum masih dipahami sebagai urusan personal pelaku, bukan
sebagai norma sosial yang menuntut partisipasi kolektif dalam
penegakannya. Pola sikap semacam ini menunjukkan bahwa
meskipun hukum telah diakui secara formal, nilai-nilai hukum
tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai pedoman perilaku
sosial.

Kecenderungan sikap hukum mahasiswa yang bersifat pasif
dan tidak intervensif sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak dapat
dilepaskan dari kondisi empiris lingkungan kampus yang masih
memungkinkan peredaran rokok ilegal berlangsung secara terbuka.
Hasil jawaban terbuka responden menunjukkan bahwa rokok ilegal
masih relatif mudah dijumpai di wilayah akademik dan sekitarnya.
Salah satu responden menyatakan bahwa “bungkus rokok ilegal umum
ditemukan di kantin kampus”.°® Responden lain juga mengungkapkan
bahwa:

“saya pernah melihat beberapa mahasiswa membeli rokok ilegal di

depan gerbang kampus karena lebih mudah didapat daripada
rokok legal. Fenomena itu cukup mengganggu karena membuat

% Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Nabila (nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025
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peredaran ilegal terasa seperti hal biasa”.®’

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan rokok ilegal
di lingkungan kampus telah mengalami proses normalisasi sosial, di
mana praktik yang secara hukum dilarang justru menjadi bagian

dari keseharian
yang lazim ditemui.

Kondisi ini berkontribusi terhadap terbentuknya sikap
permisif mahasiswa, yakni kecenderungan untuk membiarkan
pelanggaran hukum tanpa adanya dorongan untuk menegur,
melaporkan, atau melakukan kontrol sosial. Dalam konteks ini, sikap
diam mahasiswa tidak semata-mata mencerminkan ketidakpedulian
individual, melainkan juga merupakan respons adaptif terhadap
lingkungan sosial yang telah mentoleransi praktik ilegal tersebut.
Dalam hal ini, ketika pelanggaran hukum dapat dilakukan secara
terbuka tanpa konsekuensi sosial maupun institusional yang jelas,
maka hukum akan kehilangan dimensi simboliknya sebagai pedoman
perilaku bersama. Hal ini selaras dengan pandangan Soerjono
Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat
ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum,
termasuk sejauh mana norma hukum tersebut didukung oleh

lingkungan sosial tempat hukum itu diberlakukan.®®

7 Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Rafi (nama samaran), Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025
8 Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Rajawali Pers
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Jika dianalisis menggunakan kerangka kesadaran hukum yang
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang pada umumnya telah mencapai tahap
pengetahuan hukum (legal knowledge) dan pengakuan terhadap
keberlakuan hukum (legal recognition). Mahasiswa telah mengetahui
serta mengakui adanya aturan hukum yang melarang kepemilikan dan
peredaran rokok ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Namun demikian, capaian pada
aspek pengetahuan dan pengakuan hukum tersebut belum sepenuhnya
diikuti oleh terbentuknya sikap hukum (legal attitude) dan pola
perilaku hukum (legal behavior) yang konsisten dan aktif.

Sikap hukum mahasiswa masih menunjukkan kecenderungan
pasif dan permisif, terutama dalam bentuk sikap membiarkan praktik
peredaran rokok ilegal di lingkungan sosial tanpa adanya dorongan
untuk melakukan tindakan korektif atau kontrol sosial. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa hukum belum sepenuhnya dipersepsikan
sebagai norma sosial yang memiliki daya ikat kolektif, melainkan
masih dipahami sebagai aturan formal yang keberlakuannya berada di

luar tanggung jawab sosial individu.
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C. Rokok Ilegal dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Syariah)

Magqashid al-syari'ah, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh
Imam Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, merupakan
kerangka tujuan fundamental penetapan hukum Islam yang berorientasi
pada perwujudan kemaslahatan (jalb al-masalih) dan pencegahan
kemudaratan (dar’ al-mafasid) dalam seluruh aspek kehidupan
manusia.”’ Dalam kerangka ini, setiap perbuatan manusia termasuk
aktivitas ekonomi dan konsumsi dinilai berdasarkan sejauh mana ia
mendukung atau mengancam lima elemen pokok perlindungan syariat
(al-kulliyyat al-khams), yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa
(hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz

al-mal).

1. Status Hukum Rokok dalam Perspektif Ulama: Dari Makruh
hingga Haram

Sebelum menganalisis rokok ilegal secara spesifik dalam
kerangka magashid syariah, perlu terlebih dahulu dipahami posisi
hukum rokok itu sendiri dalam fikih Islam, karena status hukum rokok
biasa menjadi fondasi bagi penetapan hukum yang lebih berat pada

rokok ilegal.

Secara historis, perdebatan ulama mengenai hukum rokok telah
berlangsung sejak tembakau mulai dikenal di dunia Islam sekitar abad
ke-17 M. Pada masa awal, sebagian ulama dari kalangan Mazhab
Hanafi dan Maliki menghukumi rokok sebagai makruh tanzih (tidak
disukai namun tidak berdosa), karena pada saat itu belum ada bukti
ilmiah yang kuat mengenai bahayanya bagi kesehatan. Landasan yang
digunakan adalah prinsip bahwa rokok tidak memberikan manfaat

yang nyata, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Mu'minun (23): 3

% Abu Ishaq Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid 11 (Beirut: Dar al-Kutub
al-Tlmiyyah, t.t.), hlm. 6
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yang memerintahkan untuk menjauhi perbuatan yang tidak berguna

(laghwun).”®

Pendapat kedua, yaitu makruh tahrim (mendekati haram),
muncul seiring dengan semakin diketahuinya dampak negatif rokok
terhadap kesehatan tubuh dan keuangan. Pandangan ini didasarkan
pada prinsip sadd al-dzari'ah (menutup jalan menuju keburukan) dan
kaidah fikih yang menyatakan bahwa menolak kemudaratan lebih
diutamakan daripada menarik kemaslahatan (dar’ al-mafasid
mugaddam ‘ala jalb al-masalih). Dengan demikian, rokok sebaiknya

dihindari karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya.”!

Pendapat ketiga dan yang paling kuat dalam konteks ilmu
pengetahuan modern adalah haram, sebagaimana difatwakan oleh
ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf al-Qardhawi, Syaikh Wahbah
Az-Zuhaili, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Keharaman rokok
didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat bahwa rokok mengandung
lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kanker,
penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan kematian dini. Allah SWT
berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 195, "Dan janganlah kamu

menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan."”).”

2. Rokok Ilegal dan Unsur-Unsur Tambahan yang Memperkuat
Keharaman

Jika rokok biasa saja telah berada pada posisi hukum yang
paling ringannya adalah makruh dan paling beratnya adalah haram,
maka rokok ilegal memiliki kedudukan hukum yang jauh lebih berat.

Hal ini karena rokok ilegal tidak hanya menanggung permasalahan

7 Q. Chabiba dan L.D. Sa'diyah, "Analisis Maqasid Syariah dan Kesadaran Hukum
Masyarakat terhadap Ijtthad Muhammadiah dalam Fatwa tentang Haram Rokok," Jurnal Dialog
Islam dengan Realitas, Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 160.

I M. Rezi dan Sasmiarti, "Merokok dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Nash-Nash
antara Haram dan Makruh)," Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 55.

72 M. Rezi dan Sasmiarti, hlm. 58
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yang melekat pada rokok biasa yaitu ancaman terhadap jiwa dan akal,
tetapi juga mengandung unsur-unsur pelanggaran tambahan yang
bersifat eksternal, sehingga dalam terminologi fikih dapat
dikategorikan sebagai haram li ghairihi, yaitu sesuatu yang menjadi
haram bukan karena zatnya sendiri, melainkan karena faktor-faktor

luar yang melekat padanya.”

3. Analisis Rokok Ilegal Berdasarkan Lima Elemen Magqashid
syariah

a. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa): Ancaman Berlapis dari Rokok
llegal
Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) merupakan salah satu elemen
dharuriyyat yang paling sentral dalam maqashid syariah, karena jiwa
manusia merupakan amanah Allah yang wajib dijaga dan tidak boleh
dirusak atau disia-siakan. Dalam konteks rokok ilegal, ancaman

terhadap jiwa bersifat berlapis dibandingkan dengan rokok legal.

Pertama, rokok ilegal tidak melalui proses pengawasan kualitas
dan keamanan produk yang ditetapkan oleh regulasi. Berbeda dengan
rokok legal yang diproduksi berdasarkan standar industri yang diawasi
oleh otoritas berwenang, rokok ilegal diproduksi dalam kondisi yang
tidak terkontrol, sehingga kandungan zat berbahayanya seperti tar,
nikotin, karbon monoksida, dan zat karsinogenik lainnya dapat jauh

melebihi batas yang ditetapkan dalam standar produksi rokok legal.”*

Kedua, dari perspektif magashid syariah, mengonsumsi produk
yang diketahui berpotensi lebih berbahaya dari yang seharusnya
merupakan bentuk idrar bi al-nafs (menyakiti diri sendiri) yang secara

tegas dilarang oleh syariat. Larangan ini diperkuat oleh kaidah fikih /a

3 M.B. Mujahidin, "Legal Analysis Study Regarding Smoking According to an Islamic
Legal Perspective," AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 4 (2021),
hlm. 250

74 C.J. Panjaitan, N. Purba, dan M.A. Sahlevi, "Tindak Pidana Menjual Barang Kena
Cukai yang Tidak Dilekati Pita Cukai dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2007," Jurnal Hukum
Kaidah, Vol. 21, No. 2 (2021), hlm. 282.
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dharara wa la dhirara yang melarang segala bentuk tindakan yang
menimbulkan bahaya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
Dengan demikian, dari sisi Aifz al-nafs, kepemilikan dan konsumsi
rokok ilegal merupakan perbuatan yang bertentangan secara langsung

dengan tujuan syariat dalam menjaga keselamatan jiwa.

b. Hif; al-Aql (Perlindungan Akal): Adiksi dan Pengaburan
Pertimbangan Rasional

Perlindungan akal (hifz al-aql) dalam magashid syariah
mencakup perlindungan terhadap kapasitas kognitif manusia untuk
berpikir jernih, membuat keputusan yang rasional, dan membedakan
antara yang benar dan yang salah. Rokok mengandung nikotin yang
bersifat adiktif dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi sistem
neurotransmitter otak, melemahkan kemampuan konsentrasi, dan
menciptakan ketergantungan yang mengurangi kebebasan seseorang

dalam mengambil keputusan.”

Dalam konteks rokok ilegal, dimensi hifz al-aql terlanggar
secara lebih serius karena dua alasan. Pertama, kandungan nikotin dan
zat adiktif dalam rokok ilegal tidak terstandarisasi, sehingga potensi
pembentukan adiksi yang lebih kuat tidak dapat dikesampingkan.
Kedua, fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa faktor harga murah rokok ilegal telah mengaburkan
pertimbangan rasional mahasiswa terhadap konsekuensi hukum
kepemilikannya. Mahasiswa yang mengetahui bahwa memiliki rokok
ilegal merupakan pelanggaran hukum, namun tetap memilihnya karena
pertimbangan ekonomis jangka pendek, menunjukkan bahwa proses
pengambilan keputusan mereka tidak didasarkan pada pertimbangan
rasional-normatif yang seharusnya, melainkan didominasi oleh

dorongan konsumtif. Kondisi inilah yang dalam perspektif magashid

75 A. Satra et al., "Hukum Merokok: Analisis Pandangan Ustadz Adi Hidayat dan Gus
Miftah," ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 4, No. 7 (2025), hlm. 1694
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syariah merupakan bentuk pengaburan akal (takhbil al-'aql) yang perlu
dicegah.

c. Hif; al-Mal (Perlindungan Harta): Ghulul, Tadlis, dan Distorsi
Ekonomi

Dari seluruh elemen maqashid syariah, hifz al-mal
(perlindungan harta) merupakan dimensi yang paling langsung dan
komprehensif relevansinya dengan praktik peredaran dan kepemilikan
rokok ilegal. Perlindungan harta dalam Islam tidak hanya berarti
menjaga harta milik pribadi, tetapi juga mencakup perlindungan
terhadap hak-hak publik (al-mal al-am) dan penjaminan keadilan

dalam distribusi kekayaan di masyarakat.’®

Dalam konteks rokok ilegal, pelanggaran terhadap hifz al-mal

terjadi dalam tiga dimensi yang saling berkaitan:

pertama, unsur ghulul (penggelapan hak publik). Peredaran
rokok 1ilegal yang menghindari kewajiban pembayaran cukai
mengakibatkan hilangnya penerimaan negara yang seharusnya masuk
ke kas negara. Penerimaan cukai merupakan al-mal al-am hak milik
publik yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik demi kepentingan masyarakat luas.
Tindakan menghindari kewajiban cukai ini dapat dikualifikasikan
sebagai ghulul, yaitu pengambilan atau penggelapan hak milik publik
secara tidak sah, sebagaimana dilarang dalam Q.S. Ali Imran (3):
161.”7 Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kerugian
negara akibat peredaran rokok ilegal diperkirakan mencapai Rp 97,81

triliun pada periode 2023-2024, yang merupakan gambaran nyata

6 Al-Syatibi, al-Muwafaqgat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid 11, hlm. 12

"7 A. Zaruni dan A. Isnaeni, "Pemaknaan Ghulul dalam Al-Qur'an menurut Pandangan
Tafsir Klasik dan Modern," UNISAN JURNAL: Jurnal Manajemen dan Pendidikan, Vol. 02, No.
03 (2022), him. 25.
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betapa massifnya penggelapan al-mal al-am yang terjadi.”®

Kedua, unsur tadlis (penipuan terhadap konsumen). Rokok
ilegal yang beredar tanpa pita cukai resmi atau dengan pita cukai palsu
mengandung unsur penipuan (fadlis) terhadap konsumen, karena
produk tersebut tidak memenuhi standar legalitas, keamanan, dan
transparansi yang seharusnya menjadi hak konsumen untuk
mengetahuinya. Dalam fikih muamalah, fadlis merupakan salah satu
bentuk kecurangan dalam transaksi yang diharamkan karena merusak
asas kejujuran (amanah) dan transparansi yang menjadi fondasi
transaksi yang sah dalam Islam.”” Konsumen yang membeli rokok
ilegal tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai asal-usul
produk, kandungan bahan, dan status legalitasnya, suatu bentuk

ketidakseimbangan informasi yang merugikan pihak konsumen.

Ketiga, distorsi pasar dan ketidakadilan ekonomi. Dari
perspektif hifz al-mal dalam dimensi sosial-ekonomi, peredaran rokok
ilegal menciptakan persaingan yang tidak adil (ghabn) dalam industri
tembakau. Produsen rokok legal yang telah memenuhi seluruh
kewajibannya termasuk membayar cukai, memenuhi standar produksi,
dan memperoleh izin resmi terpaksa bersaing dengan produk ilegal
yang dijual jauh lebih murah karena tidak menanggung beban

kewajiban yang sama.®

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip
keadilan ekonomi dalam Islam yang menuntut berlakunya al-musawah
(kesetaraan) dan al-'adalah (keadilan) dalam setiap transaksi dan

persaingan usaha.

8 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Laporan Tahunan 2023 (Jakarta: DJBC, 2024),
hlm. 42

 M.W. Rosyidi, "Sistem Penegakan Hukum (Law Enforcement) terhadap Peredaran
Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kabupaten Jember," Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
(2025), him. 38.

80 H. Auzis, 1. Burhan, dan Ilham, "Persepsi Peredaran Rokok Ilegal terhadap Penerimaan
Cukai Rokok dan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Selatan," Jurnal Pabean, Vol. 6, No. 1
(2024), him. 107
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d. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan): Dampak Generasional
Rokok Ilegal

Dimensi hifz al-nasl dalam magashid syariah mencakup
perlindungan terhadap keberlangsungan, kualitas, dan kesehatan
generasi mendatang. Dalam konteks rokok ilegal, hifz al-nasl
terlanggar melalui dampak jangka panjang konsumsi rokok terhadap
kesehatan reproduksi dan kualitas generasi. Penelitian medis telah
membuktikan bahwa konsumsi rokok dapat menyebabkan gangguan
kesuburan pada pria dan wanita, meningkatkan risiko kelahiran
prematur dan berat badan lahir rendah pada bayi, serta menyebabkan
berbagai kelainan perkembangan pada janin akibat paparan zat

berbahaya selama kehamilan.®!

Pada rokok ilegal, risiko-risiko tersebut berpotensi lebih besar
karena kandungan zat berbahayanya tidak terkontrol. Lebih dari itu,
normalisasi konsumsi rokok ilegal di kalangan mahasiswa yang
merupakan generasi muda usia produktif dapat membentuk pola
konsumsi yang berlanjut hingga usia dewasa dan berpengaruh pada
kualitas kesehatan generasi yang akan mereka lahirkan. Fenomena ini
secara langsung bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga

keberlangsungan generasi yang sehat dan berkualitas.®

e. Hifz al-Din (Perlindungan Agama): Ketidaktaatan kepada Ulil
Amri

Dimensi A4ifz al-din dalam konteks rokok ilegal tidak berkaitan
langsung dengan praktik ibadah, melainkan dengan prinsip ketaatan
kepada ulil amri (pemimpin/pemerintah) yang merupakan bagian
integral dari ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa'
(4): 59, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah

81" Zainullah, "Kesadaran Hukum Pedagang terhadap Larangan Perdagangan Rokok di
Sekitar Sekolah Perspektif Hukum Positif dan Magqashid syariah," Skripsi UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang (2025), hlm. 54

82 Chabiba dan Sa'diyah, "Analisis Maqasid Syariah," hlm. 170.
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Rasul, dan ulil amri di antara kamu."”

Para ulama ushul fikih menegaskan bahwa ketaatan kepada ulil
amri merupakan kewajiban normatif sepanjang kebijakan yang
ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan
ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum.®* Dalam konteks
ini, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai merupakan
kebijakan yang ditetapkan oleh ulil amri (negara) demi kepentingan
publik, yaitu untuk mengendalikan peredaran barang berbahaya,
melindungi penerimaan negara, dan mencegah praktik ilegal yang
merugikan masyarakat. Regulasi ini tidak bertentangan dengan syariat,
bahkan secara substansial selaras dengan tujuan-tujuan magqashid

syariah.

8 C.J. Panjaitan, N. Purba, dan M.A. Sahlevi, "Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai," hlm.

285.
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PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kuesioner yang melibatkan 56 responden,
diperoleh temuan bahwa secara umum mahasiswa telah memiliki
pengetahuan dasar mengenai keberadaan larangan rokok ilegal
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Cukai yang menunjukkan bahwa pada tataran kognitif
awal, mahasiswa telah mengetahui adanya norma hukum yang
mengatur dan melarang peredaran rokok ilegal. Akan tetapi,
pengetahuan hukum yang dimiliki mahasiswa belum sepenuhnya
diikuti oleh sikap hukum (legal attitude) dan perilaku hukum
(legal behavior) yang aktif, di mana sebagian mahasiswa
cenderung bersikap pasif dan permisif ketika menjumpai praktik
peredaran atau konsumsi rokok ilegal di lingkungan sekitarnya
dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan urusan pribadi
masing-masing individu. Kondisi ini mengindikasikan adanya jarak
antara pengakuan normatif terhadap keberlakuan hukum dengan
internalisasi nilai hukum sebagai pedoman perilaku sosial. Dengan
demikian, tingkat kesadaran hukum mahasiswa dalam penelitian ini
baru mencapai tahap pengetahuan dan pengakuan hukum, namun
belum sepenuhnya berkembang menjadi sikap dan perilaku hukum

yang konsisten.
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Sedangkan berdasarkan kerangka maqgasid al-syari‘ah,
rokok ilegal tidak hanya mengandung mudharat kesehatan,
tetapi juga melanggar prinsip perlindungan harta, keadilan, dan
kemaslahatan sosial. Dengan demikian, praktik produksi dan
peredaran rokok ilegal dapat dikategorikan sebagai perbuatan
haram [i ghairihi, yaitu keharaman yang diperkuat oleh faktor
eksternal berupa pelanggaran hukum, penipuan, dan pengambilan
hak publik secara tidak sah.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai
tingkat kesadaran hukum mahasiswa serta posisi hukum rokok ilegal
dalam perspektif magashid syariah, penulis menyampaikan beberapa
saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut.
1. Bagi perguruan tinggi
Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan
upaya edukasi dan sosialisasi hukum terkait rokok ilegal secara
lebih terstruktur dan berkelanjutan. Edukasi yang dimaksud
tidak cukup hanya menyentuh aspek normatif hukum positif,
melainkan perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai hukum Islam
sehingga mahasiswa tidak hanya memahami larangan rokok
ilegal sebagai kewajiban hukum negara, tetapi juga
menginternalisasinya sebagai bagian dari tanggung jawab moral-

keagamaan. Lebih dari itu, penguatan kesadaran hukum
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mahasiswa perlu diarahkan melampaui tataran pengetahuan dan
pemahaman semata, menuju pembentukan sikap hukum yang
kritis dan perilaku hukum yang aktif serta bertanggung jawab
dalam kehidupan kampus sehari-hari.

. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum,

Penelitian ini mengindikasikan bahwa lingkungan
pendidikan dan kawasan sekitar kampus masih menjadi salah
satu titik yang rentan terhadap peredaran rokok ilegal. Oleh
karena itu, diperlukan peningkatan intensitas pengawasan dan
penegakan hukum di wilayah-wilayah tersebut. Penegakan
hukum yang dilakukan hendaknya Dbersifat konsisten,
berkeadilan, dan tidak bersifat selektif, karena inkonsistensi
penegakan hukum di lapangan justru menjadi salah satu faktor
yang melemahkan persepsi risiko hukum di kalangan mahasiswa
dan mendorong sikap permisif terhadap pelanggaran.

. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masth memiliki keterbatasan dalam hal
cakupan subjek dan objek yang terfokus pada satu fakultas di
satu perguruan tinggi. Penelitian berikutnya disarankan untuk
memperluas cakupan tersebut, misalnya dengan melibatkan
beberapa fakultas atau beberapa perguruan tinggi sekaligus,
sehingga diperoleh gambaran kesadaran hukum yang lebih

komprehensif dan dapat digeneralisasi secara lebih luas. Selain
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itu, penggunaan pendekatan metodologis yang berbeda seperti
studi komparatif antara mahasiswa hukum dan non-hukum, atau
pendekatan kuantitatif dengan uji regresi untuk mengidentifikasi
faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi sikap

permisif mahasiswa terhadap pelanggaran hukum cukai.
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Draft Pertanyaann

Data Responden
1. Apakah anda bersedia menjadi responden dalam

penelitian ini?

[J Ya
(] Tidak

2. Jenis Kelamin
[J Laki-Laki

[J Perempuan

(98]

Program Studi Angkatan
Apakah Anda Perokok?

[J Ya
[J Tidak

o

)}

. Jika Ya, Bagaimana frekuensi

anda?

[] Harian
[J Mingguan
[J Terkadang
6. Nomor yang dapat dihubungi Saya

Pengetahuan Hukum
1. Mengetahui isi hukum, aturan dan larangan dalam UU No.39 Tahun
2007 Saya mengetehui perbedaan antara rokok legal dan rokok
ilegal
[J 1 Sangat Tidak Mengetahui
[J 2 Tidak Mengetahui
[J 3 Ragu-Ragu
[J 4 Mengetahui
[] 5 Sangat Mengetahui
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2. Saya mengetahui ciri-ciri rokok ilegal
[] 1 Sangat Tidak Mengetahui
[J 2 Tidak Mengetahui
[J 3 Ragu-Ragu

[J 4 Mengetahui
[J 5 Sangat Mengetahui

3. Saya mengetahui bahwa mengonsumsi rokok ilegal termasuk
pelanggaran hukum
[J 1 Sangat Tidak Mengetahui
[J 2 Tidak Mengetahui
[J 3 Ragu-Ragu
[J 4 Mengetahui
[J 5 Sangat Mengetahui
4. Dari mana Anda pertama kali mengetahui bahwa rokok ilegal
dilarang menurut hukum (UU No. 39 tahun 2007)
(Jawaban Terbuka)
5. Saya mengetahui potensi sanksi terhadap pelanggaran terkait rokok
ilegal Seberapa yakin Anda bahwa pengetahuan Anda terkait rokok

ilegal sudah benar? jelaskan alasannya
[J 1 Sangat Tidak Mengetahui
[J 2 Tidak Mengetahui
[J 3 Ragu-Ragu
[J 4 Mengetahui
[] 5 Sangat Mengetahui

Pemahaman Hukum
6. Saya memahami alasan pemerintah melarang peredaran rokok ilegal
[] 1 Sangat Tidak Paham
[J 2 Tidak Paham
[] 3 Ragu-Ragu
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[J 4 Paham
[J 5 Sangat Paham

7. Menurut Anda, apa alasan pemerintah mengenakan cukai dan
melarang rokok ilegal?

(Jawaban Terbuka)
8. Saya memahami dampak ekonomi yang ditimbulkan dari peredaran

rokok ilegal
[J 1 Sangat Tidak Paham
[J 2 Tidak Paham
[J 3 Ragu-Ragu
[] 4 Paham
[] 5 Sangat Paham
9. Saya memahami bahwa rokok ilegal berpotensi membahayakan
kesehatan karena tidak sesuai dengan standar produksi
[J 1 Sangat Tidak Paham
[J 2 Tidak Paham
[J 3 Ragu-Ragu
[J 4 Paham
[] 5 Sangat Paham
10. Bagaimana Anda memahami resiko hukum, sosial, dan ekonomi
dari peredaran rokok ilegal?
(Jawaban Terbuka)
11. Saya memahami peran Bea Cukai dalam mengawasi rokok ilegal
[] 1 Sangat Tidak Paham
[J 2 Tidak Paham
[] 3 Ragu-Ragu
[J 4 Paham
[] 5 Sangat Paham

12. Saya memahami bahwa membeli rokok ilegal berarti mendukung

tindakan pelanggaran hukum
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[J 1 Sangat Tidak Paham
[J 2 Tidak Paham

[J 3 Ragu-Ragu

[J 4 Paham

[J 5 Sangat Paham
Sikap Hukum

13. Saya menghindari membeli rokok ilegal dalam kehidupan sehari-hari
[J 1 Sangat Tidak Setuju
[] 2 Tidak Setuju
[] 3 Ragu-Ragu
[J 4 Setuju
[] 5 Sangat Setuju
14. Bagaimana sikap Anda pribadi terhadap mahasiswa yang
membeli atau mengonsumsi rokok ilegal? jelaskan alasan Anda
(Jawaban Terbuka)
15. Saya mempertimbangkan aspek hukum sebelum membeli produk
tertentu, termasuk rokok
[] 1 Sangat Tidak Setuju
[J 2 Tidak Setuju
[] 3 Ragu-Ragu
[J 4 Setuju
[] 5 Sangat Setuju
16. Menurut Anda, apakah aturan terkait rokok ilegal sudah tepat dan
memang diperlukan?
(Jawaban Terbuka)

17. Saya biasa menegur atau mengingatkan teman yang membeli rokok
ilegal

[] 1 Sangat Tidak Setuju
[J 2 Tidak Setuju
[] 3 Ragu-Ragu
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[J 4 Setuju
[J 5 Sangat Setuju
18. Pernahkan Anda melihat atau terlibat dalam situasi terkait peredaran
atau penggunaan rokok ilegal? ceritakan pengalaman anda
(Jawaban Terbuka)
19. Saya merasa bersalah jika mengonsumsi produk ilegal, termasuk
rokok ilegal
[J 1 Sangat Tidak Setuju
[] 2 Tidak Setuju
[J 3 Ragu-Ragu
J 4 Setuju
[J 5 Sangat Setuju

Perilaku Hukum
20. Menurut Anda, faktor apa yang paling memengaruhi mahasiswa
dalam membeli dan tidak membeli rokok ilegal?
(Jawaban Terbuka)
21. Saya bertekad untuk menghapus rokok ilegal dari peredaran
[J 1 Sangat Tidak Setuju
[J 2 Tidak Setuju
[J 3 Ragu-Ragu
[ 4 Setuju
[J 5 Sangat Setuju
22. Lingkungan pertemanan saya mendukung pembelian rokok ilegal
[J 1 Sangat Tidak Setuju
[J 2 Tidak Setuju
[] 3 Ragu-Ragu
[J 4 Setuju
[] 5 Sangat Setuju

23. Budaya di sekitar kampus saya cenderung menghindari kepemilikan



dan peredaran rokok ilegal
[J 1 Sangat Tidak Setuju
[J 2 Tidak Setuju
[J 3 Ragu-Ragu
[J 4 Setuju
[J 5 Sangat Setuju

24. Nilai-nilai agama mendorong saya untuk menghindari barang

ilegal, termasuk rokok ilegal

[] 1 Sangat Tidak Setuju
[] 2 Tidak Setuju

[] 3 Ragu-Ragu

[ 4 Setuju

[] 5 Sangat Setuju

25. Menurut saya, hasiswa harus menjadi bagian dari budaya sadar

hukum di kampus
[] 1 Sangat Tidak Setuju
[J 2 Tidak Setuju
[] 3 Ragu-Ragu
[J 4 Setuju
[] 5 Sangat Setuju

26. Saya merasa sosialisasi hukum di kampus memengaruhi budaya

hukum mahasiswa terhadap rokok ilegal
[] 1 Sangat Tidak Setuju
[J 2 Tidak Setuju
[] 3 Ragu-Ragu
[J 4 Setuju
[J 5 Sangat Setuju

27. Saya pernah melihat peredaran dan kepemilikan rokok ilegal di

sekitar kampus

83
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[J 1 Sangat Tidak Setuju
[J 2 Tidak Setuju
[J 3 Ragu-Ragu
J 4 Setuju
[J 5 Sangat Setuju
28. Saya pernah mendapat edukasi terkait rokok ilegal dari pihak
kampus atau pemerintah atau pihak lain
[] 1 Sangat Tidak Pernah
[J 2 Tidak Pernah
[J 3 Ragu-Ragu
[J 4 Pernah
[] 5 Sangat Pernah

Magqashid syariah dan Pengalaman
29. Menurut Anda, apakah rokok ilegal bertentangan dengan nilai-
nilai maqashid syariah? Jelaskan perspektif Anda
(Jawaban Terbuka)
30. Saya pernah melihat teman atau orang terdekat membeli rokok ilegal
[J 1 Sangat Tidak Pernah
[J 2 Tidak Pernah
[] 3 Ragu-Ragu
[J 4 Pernah
[] 5 Sangat Pernah
31. Apakah menurut Anda larangan rokok ilegal dalam Undang-
Undang sejalan dengan tujuan hukum Islam? Mengapa?
(Jawaban Terbuka)
32. Menurut Anda, apa faktor terbesar yang menyebabkan
mahasiswa membeli rokok ilegal?
(Jawaban Terbuka)

33. Bagaimana pendapat Anda tentang efektivitas sosialisasi kampanye
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terkait bahaya rokok ilegal?
(Jawaban Terbuka)

34. Menurut Anda, langkah apa yang paling efektif untuk
meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa terhadap larangan rokok
ilegal?

(Jawaban Terbuka)

35. Ceritakan pengalaman Anda terkait rokok ilegal di sekitar

kampus (Jawaban Terbuka)
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